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MOTTO 
 
 َب ْمُكَلاَوْمَأ اوُلُكَْأت َلَ اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّ يَأ َاي َجَِت َنْوُكَت ْنَْأ َّلَِإِ ِلِِطِاَبَْلِاب ْمُكَن ْ يْ ْمُكْنِم ٍضاَر َت ْنَع ًَةرا  ۚ  
  ْمُكَسُف ْنَأ اوُل ُتْق َت َلََو  ۚ  َر ْمُكِب َنْاَك َهَّللا َّنِْإِاًميِْح  
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh 
dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 
Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman 
transliterasi tersebut adalah : 
1. Konsonan 
Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf 
latin adalah sebagai berkut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث Ṡa S Es (dengan titik di 
atas) 
ج Jim J Je 
ح Ha H Ha (dengan titik di 
bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Zal Z Zet (dengan titik di 
atas) 
ر Ra R Er 
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ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص Sad Ṣ Es (dengan titik di 
bawah) 
ض Dad D De (dengan titik di 
bawah) 
ط Ta Ṭ Te (dengan titik di 
bawah) 
ظ Za Ẓ Zet (dengan titik di 
bawah) 
ع ‘ain …’… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء Hamzah ...ꞌ… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
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2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fathah A A 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
 
  Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1 بتك Kataba 
2 ركذ Żukira 
3 بهذي Yażhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda  dan 
Huruf 
Nama Gabungan 
Huruf 
Nama 
ى...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
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Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1 فيك Kaifa 
2 لوح Ḥaula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut : 
     Harakat 
dan Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ Fathah dan alif 
     Atau ya 
      Ā a dan garis di atas 
ي...أ Kasrah dan ya       Ī i dan garis di atas 
و...أ Dammah dan wau       Ū u dan garis di atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1 لاق Qāla 
2 ليق Qīla 
3 لوقي Yaqūlu 
4 يمر Ramā 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
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c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan . 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1 لافطلأا ةضور Rauḍah al-aṭfāl 
2 ةحلط Ṭalḥah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
 Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1 اّنبر Rabbana 
2 لّزن Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai 
dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf 
yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang yang 
diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
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Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1 لجّرلا Ar-rajulu 
2 للالجا Al-Jalālu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1 ألك  Akala 
2 نوذخأت Taꞌkhuzūna 
3 ؤنلا An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi 
dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam 
EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan 
kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis 
dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata 
sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
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disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1 لوسرلاإ دحمم ام و Wa mā Muḥammdun illā rasūl 
2 ينلماعلا بر للهدملحا Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 
 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
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    Muhammad Fahri Zaini, NIM 152111102 “TINJAUAN HUKUM 
ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN KASUS WANPRESTASI 
MURABAHAH DI BANK SYARIAH SRAGEN”. 
 
 Bank Syariah Sragen merupakan Bank Syariah pusat yang berada di kota 
Sragen yang membawahi beberapa cabang diberbagai kota. Skripsi ini 
mendiskripsikan tentang cara menyelesaiakan kasus wanprestasi di Bank Syuariah 
Sragen. Menjelaskan tentang tinjauan Hukum Islam terhadap penyelesaian 
wanprestasi dalam akad pembiayaaan murabahah Bank Syariah Sragen. 
Kemudian menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. 
Sumber data pada penelitian ini, terdiri dari data primer dan sekunder.Teknik 
pengumpulan data pada penelitian ini yaitu wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif. 
 
Penyelesaian kasus wanprestasi atas permasalahan yang dirumuskan dan 
sesuai dengan tujuan penelitian yang berkaitan dengan Penyelesaian Wanprestasi 
Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Sragen dengan berbagai cara 
penyelesaian yang dapat menyelesaian wanprestasi pembiayaan murabahah secara 
musyawarah kekeluargaan, administratif dengan melalui (rescheduling, 
reconditioning, restructuring) dan Penyelesaian perselisihan akibat wanprestasi 
pembiayaan murabahah dilakukan di Pengadilan Agama.    
    
Tinjauan menyelesaiakan kasus wanpretasi menurut Fatwa DSN-MUI NO. 
47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah 
Tidak Mampu Membayar maka mempunyai beberapa ketentuan LKS (lembaga 
keuangan syariah) boleh melakukan penyelesaian murabahah bagi nasabah yang 
tidak bisa menyelesaikan atau melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu 
yang telah disepakati, dengan ketentuan Objek murabahah atau jaminan lainnya 
dijual oleh Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan, 
Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS mengembalikan sisanya 
kepada nasabah, Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka 
LKS dapat membebaskannya. 
 
Kata Kunci :Tinjauan Hukum Islam, Wanprestasi, Murabahah, Bank 
Syariah 
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ABSTRACT 
 
Muhammad Fahri Zaini, NIM 152111102 "ISLAMIC LAW REVIEW ON 
THE SETTLEMENT OF THE MURABAHAH WANPRESTATION CASE 
IN THE SYARIAH BANK OF SRAGEN". 
 
Sragen Syariah Bank is a central Syariah Bank located in the city of Sragen 
which oversees several branches in various cities. This thesis describes how to 
resolve the default case in Sragen Syariah Bank. Explain the review of Islamic 
Law on the settlement of defaults in the murabahah financing agreement of 
Islamic Bank of Sragen. Then use field research with a qualitative approach. 
Sources of data in this study, consisting of primary and secondary data. Data 
collection techniques in this study are interviews, observation, and documentation. 
While the data analysis technique uses qualitative data analysis. 
 
Settlement of default cases for problems that are formulated and in 
accordance with research objectives relating to Settlement of Murabahah 
Financing Fees in Sragen Islamic Banks with various ways of resolving settlement 
of murabahah financing defaults through family, administrative deliberations 
through (rescheduling, reconditioning, restructuring) and Settlement disputes that 
can resolve murabahah financing defaults through family, administrative 
deliberations through (rescheduling, reconditioning, restructuring) and Settlement 
of disputes that can resolve murabahah financing defaults through family, 
administrative deliberations through (rescheduling, reconditioning, restructuring) 
and Settlement disputes. due to default murabahah financing carried out in the 
Religious Court. 
    
Review of resolving the case of default according to the DSN-MUI Fatwa 
NO. 47 / DSN-MUI / II / 2005 Concerning Settlement of Murabahah Receivables 
for Customers Unable to Pay, then having several provisions of LKS (Islamic 
financial institutions) may carry out murabahah settlement for customers who 
cannot complete or pay off their financing in accordance with the agreed amount 
and time, with The provisions of murabahah objects or other collateral sold by the 
Customer repay the remaining debt to the LKS from the sale proceeds. If the sales 
proceeds exceed the remaining debt, the LKS returns the remainder to the 
customer. If the customer is unable to repay the remaining debt, the LKS can 
release it. 
 
Keywords: Overview of Islamic Law, Defaults, Murabahah, Islamic 
Banks 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Lembaga keuangan syariah yang dibentuk sejak tiga dekade terakhir 
sebagai alternatif yang ditunjukan untuk menawarkan kesempatan investasi, 
pembiayaan, dan perniagaan yang sesuai prinsip-prinsip syariah. Dalam usianya 
yang sangat belia pertumbuhan industri sangat berkembang ini sangat 
membanggakan. Salah satu fungsi dasar dari lembaga keuangan adalah untuk 
mengelola resiko yang muncul dalam transaksi keuangan secara efektif. Maka 
kemudian banyak persoalan dalam menghadapi resiko dan tantangan dalam suatu 
perjanjian sangatlah rawan dan kehati-hatian khususnya di Perbankan Syariah. 
Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah 
memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada 
pihak yang dirugikan. Namun ada kalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana 
dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah pihak. 
Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. 
Adapaun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan 
kelalaian atau kesalahannya, sehingga debitur tidak dapat memenuhi prestasi 
seperti yang telah yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam 
keadaan yang memaksa.1 
                                                          
1Nindyo Pramono, 2003, Hukum Komersil, Pusat Penerbitan UT, Jakarta, hlm 21 Pasal 
1233 Kitab Undang-Undang 
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Bank Syariah dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah harus 
menggunakan prinsip kehati-hatian agar terhindar dari pembiayaan bermasalah 
atau pembiayaan macet. Sekiranya untuk menghindari hal tersebut maka bank 
Syariah Sragen harus menerapkannya secara maksimal. Agar tidak terjadi dengan 
hal-hal yang tidak diinginkan. Pihak Bank Syariah Sragen dalam memberikan 
pembiayaan kepada nasabah dibuatlah suatu akad atau perjanjian dimana dalam 
akad tersebut terdapat beberapa ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi antara 
kedua belah pihak. Meskipun fakta menunjukkan bahwa pembiayaan yang sering 
dilakukan dengan akad murabahah lebih banyak diminati oleh nasabah karena 
sistem dan teknik perhitungannya lebih mudah dipahami, namun dalam 
kenyataannya pada praktek akad murabahah antara Bank Syariah dan nasabah 
masih juga menimbulkan masalah-masalah. 
Maka dari itu untuk menganalisa terkait pembiayaan bermasalah yang 
berada di Bank Syariah karena memang masih banyak nasabah dalam arti 
melanggar janji atau melakukanWanprestasi menjadikan dampak yang buruk 
terhadap Bank Syariah. Salah satu dampaknya adalah tidak terlunasinya 
pembiayaan sebagian atau seluruhnya. Semakin besar pembiayaan bermasalah 
maka akan berdampak buruk terhadap tingkat kesehatan likuiditas Bank Syariah. 
Dan ini juga berpengaruh pada menurunnya tingkat kepercayaan para deposan 
yang menitipkan dananya. Oleh karena itu sangat penting untuk menyusun 
langkah-langkah tepat yang mana diperlukan sebuah penanganan terhadap 
wanprestasi sebagai langkah penyehatan dan perbaikan terhadap neraca keuangan. 
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Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank 
Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta 
cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.2Dalam UU terbaru No. 
21 Tahun 2008 menjelaskan tentang perbankan syariah, dimana bank syariah 
adalah sebagai landasan legal formal yang khusus mengatur berbagai hal 
mengenai perbankan syariah ditanah air. Tentang Perbankan, menurut jenisnya 
bank terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank 
Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 
konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak 
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Peraturan Bank Indonesia 
No.8/26/PBI/2006). 
Islam secara komprehensif menerapkan arti dalam bidang ekonomi tentang 
adanya dua orang transaksi dalam mencapai kesepakatan bersama yang 
didasarkan adanya hukum-hukum agama. aturan itu menjamin bagaimana mencari 
dan mengembangkan harta sekaligus pengalokasian dan pembelanjaannya.Istilah 
ini digunakan sampai saat ini yang menggambarkan tempat transaksi antara bank 
dan nasabah dengan berbagai produk dan jasa yang ditawarkan. Dr. Husein 
Syahatah menjelaskan definisi bank syariah adalah lembaga keuangan syariah 
yang membuka layanan produk perbankan dan keuangan, investasi dalam 
berbagai sektor sesuai dengan kaidah syariah dan bertujuan merealisasikan 
pertumbuhan sosial dan ekonomi umat Islam.3Dalam rangka untuk mendorong 
                                                          
2 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perbankan Syariah,( Yogyakarta: UII 
Press,2010),hlm.4. 
3 Husain Syahatan, al-masyarif al-islamiyah baina al-fikr wa ahtabiq, Cairo:Darn al an-
nasr Lil Jami’at,2009.hlm.28. 
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pertumbuhan perekonomian rakyat dan pembangunan di Kabupaten Sragen 
khususnya dan untuk memperluas akses permodalan dengan sistem pembiayaan 
kepada masyarakat berdasarkan prinsip syariah di Kabupaten Sragen telah 
dibentuk Perusahaan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2007. 
Seiring dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, maka 
dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang 
Perbankan Syariah, memberikan peluang bagi Perusahaan Daerah Bank 
pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Sragen untuk diubah bentuk dan badan 
hukumnya menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sragen. 
Dengan perubahan bentuk badan hukum dan nama Perusahaan Daerah  
 Bank pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Sragen menjadi Perseroan 
Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sragen diharapkan dapat membantu 
dan menunjang pembangunan dan perekonomian daerah dengan lebih 
memberdayakan perekonomian rakyat serta menjadikan badan usaha tersebut 
mandiri dan profesional dalam pengelolaannya berdasarkan prinsip syariah serta 
dapat memberikan kontribusi yang optimal kepada Pemerintah Kabupaten Sragen 
dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Dan dalam rangka menuju 
perbankan yang sehat dan efisien Bank Syariah Sragen sebagai salah satu 
perusahaan perbankan perlu segera menyesuaikan diri diera deregulasi dengan 
menciptakan profesionalitas serta persaingan yang sehat tanpa meninggalkan rasa 
tanggungjawab dalam mengutamakan kepentingan masyarakat. 
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Berdasarkan fenomena dalam akad perjanjian pembiyaan murabahah 
antara pihak nasabah bank dengan nasabah memberikan modal berupa bentuk 
usaha dan menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan ditambah dengan 
margin keuntungan yang telah disepakati kedua belah pihak. Pada kenyataannya 
seiiring berjalannya waktu nasabah tidak sesuai prestasi,sedangkan tunggakkan 
dalam pembiayaan tiga bulan sudah memenuhi kriteria wanprestasi, kemudian 
setelah berjalannya waktu dalam tunggakan mencapai lima sampai delapan 
sampai Sembilan bulan sudah mulai dalam sita jaminan atau hak agunan. Para 
kedua belah pihak diproses mediasi dan diputuskan di dalam putusan Pengadilan 
Agama. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur Utama yaitu bapak 
Fahruddin, dan karyawan sebagai mediator yaitu mas Catur pada Bank Syariah 
Sragen belum adanya pengawasan secara signifikan sehingga seringkali 
menyebabkan nasabah wanprestasi dalam pembiayaan murabahah dan kegagalan 
nasabah dalam memenuhi kewajibannya atau segala hal yang ditentukan dan 
bersama dalam kontrak sehingga menimbulkan  kerugian bagi bank baik berupa 
penyusutan nilai modal maupun pengurangan dan nilai bagi hasil untuk bank.4 
 Oleh karena itu, disini penulis ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan 
pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah dan bagaimana cara 
menyelesaikan yang dilakukan Bank Syariah Sragen dalam menyelesaikan 
pembiayaan bermasalah khususnya dalam pembiayaan murabahah, apakah sudah 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku peraturan perundang-undangan hukum 
                                                          
4 Fahruddin, Direktur Utama, Wawancara Pribadi,25 Februari 2019, jam 07.00 - 08.00 
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yang digunakan sebagai analisis dibatasi Fatwa DSN-MUI NO. 47/DSN 
MUI/II/2005 tentang mengatur mengenai Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi 
Nasabah Tidak Mampu. Maka berdasartkan latar belakang tersebut diatas, penulis 
tertarik melakukan penelitian yang deskripsikan dalam bentuk skripsi yang 
berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN 
KASUS WANPRESTASI DALAM AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH 
DI BANK SYARIAH SRAGEN” 
 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana cara menyelesaikan kasus wanprestasi dalam akad pembiayaan 
murabahah di Bank Syariah Sragen? 
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam cara penyelesaian kasus wanprestasi  akad 
pembiayaan murabahah di Bank Syariah Sragen? 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini berguna untuk mempermudah dalam melaksanakan 
penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 
dapat dirumuskan beberapa masalah antara lain : 
1. Untuk cara menyelesaiakan kasus wanprestasi dalam akad pembiayaan 
murabahah di Bank Syariah Sragen. 
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam cara penyelesaian kasus wanprestasi 
akad pembiayaan murabahah di Bank Syariah Sragen. 
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D.  Manfaat Penelitian 
1. Manfaat secara teoritis 
a.  Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai hasilnya 
dapat dijadikan sumbangsih pemikiran bagi kalangan akademisi maupun 
non akademisi 
b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana menambah ilmu 
pengetahuan bisnis khususnya mengenai perbankan syariah tentang 
penanganan wanprestasi pada pembiayaan murabahah pada Bank Syariah 
Sragen dalam perbankan syariah. 
2. Manfaat secara praktis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 
pertimbangan dan motivasi bagi Bank Syariah untuk meningkatkan hasil 
kerjanya.Bagi penulis menambah khasanah keilmuaan bidang ekonomi dan 
perbankan sebagai acuan dalam pemikiran kedepan, sedangkan bagi pembaca 
hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi tambahan 
untuk penelitian lebih lanjut dan sumbangan pemikiran untuk para pembaca. 
E. Kerangka Teori   
1. Pembiayaan Murabahah 
Adapun pengertian pembiayaan murabahah menurut para ulama, 
murabahah yang berasal dari Ribhu (keuntungan), adalah transaksi jual beli di 
mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, 
sementara nasabah bertindak sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli 
bank dari pemasok ditambah keuntungan (Margin). 
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Menurut Sudarsono pembiayaan murabahah adalah jual beli barang 
pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak 
bank dan nasabah. Dalam Murabahah penjual menyebutkan harga pembelian 
barang pada pembeli. Kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah 
tertentu. Pada perjanjian Murabahah, bank membiayai pembelian barang yang 
dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu kepada pemasok, dan 
menjualnya kepada nasabah dengan harga yang ditambah keuntungan atau di 
mark up.5 Murabahah adalah jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk 
transaksi jual beli dengan cicilan. Harga barang dalam perjanjian murabahah 
dibayar nasabah (pembeli) secara cicilan.6 Sedangkan pendanaan yang 
diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang 
telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, 
pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi 
yang telah direncanakan.7 
Dalam setiap transaksi dalam pembiayaan murabahah perlu untuk 
memperhatikan dalam perjanjian atau ijab qabul pernyataan dari kedua belah 
pihak yakni pihak nasabah dan pihak bank yang memberikan suatu akad untuk 
saling redha atau rela diantara pihak pelaku akad yang dilakukan secara 
verbal, tertulis, melalui korespondensi. Apabila jual beli telah dilakukan sesuai 
dengan ketentuan syariah, maka kepemilikannya pembayarannya dan 
                                                          
5 Hari Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), 
hlm. 47. 
6 Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Banking Sebuah Teori,Konsep, dan Aflikasi, 
hlm .681.  
7 Adrian Sutedi, Perbankan Syari’ah, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 95. 
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pemanfaatan atas barang yang diperjual belikan menjadi halal.8 Dalam 
pemberian akad ijab dan qobul pembiayaan Bank syariah Sragen mengunakan 
akad murabahah, murabahah itu sendiri adalah jasa pembiayaan dengan 
mengambil bentuk transaksi jual beli dengan cicilan. Pada perjanjian 
murabahah bank membiayai pembelian barang atau aset yang dibutuhkan oleh 
nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok barang dan kemudian 
menjualnya kepada nasabah tersebut dengan menambahkan suatu mark-up 
atau keuntungan. Tambahan biaya (keuntungan) bagi bank di rundingkan dan 
ditentukan di muka antara bank dan nasabah.9 
Ketentuan yang mengatur mengenai penundaanpembayaran dalam 
murabahah. Bahwa nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan 
menunda penyelesaian utangnya. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran 
dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, 
maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah 
tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.10 
Ketentuan yang terakhir, mengatur mengenai bangkrut dalam murabahah. 
Bahwa Bank tidak bisa serta menagih nasabah secara sekaligus seketika. 
Dalam ketentuan ini dinyatakan bahwa jika nasabah telah dinyatakan pailit 
dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai 
ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan. 
2. Wanprestasi Berdasarkan Fatwa DSN No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 
                                                          
8 Kautsar Riza Salman, Akuntansi Perbankan Syariah Berbais PSAK Syariah, Jakarta : 
Kembangan, hlm, 148. 
9 Sutan Remi Sjahdeini, Perbankan Islam, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti,2007, Cet 
III, h. 64. 
10 Ibid. 
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Wanprestasi adalah jika seorang debitur tidak melaksanakan sama 
sekali suatu prestasi atau keliru dalam melakukan suatu prestasi atau terlambat 
melakukan suatu prestasi.11 Pada praktik di bank syariah, seorang nasabah 
pembiayaan dianggap wanprestasi apabila ia tidak memenuhi kewajibannya 
atau terlambat memenuhinya atau memenuhi tetapi tidak seperti yang telah 
diperjanjikan dalam akad pembiayaan yang telah di buat sebelumnya. Secara 
umum adanya kelalaian atau wanprestasi tersebut harus dinyatakan terlebih 
dahulu secara resmi dalam suatu pernyataan lalai, dengan cara 
memperingatkan (somasi) pihak yang lalai untuk melaksanakan 
kewajibannya.12 
Berdasarkan Fatwa DSN No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 pengenaan ganti 
rugi oleh Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah dibatasi oleh beberapa 
ketentuan:  
a. Ganti rugi dikenakan kepada nasabah yang memang sengaja atau karena 
lalai melakukan sesuatu yang menyimpang dari akad dan mengakibatkan 
kerugian pada bank.  
b. Besarnya ganti rugi yang dapat diakui sebagai pendapatan bank adalah 
sesuai dengan kerugian riil (real loss) dan bukan kerugian yang 
diperkirakan akan terjadi (potential loss).  
c. Klausul ganti rugi harus ditetapkan secara jelas dalam akad dan dipahami 
oleh nasabah.  
                                                          
11 Ahmadi Miru, Hukum Kontrak Perancang Kontrak, Jakarta: Raja Grafindo,2007. 
12 Dewi Nurul Musjtari, Penyelesaian Sengketa Dalam Praktik Perbankan Syariah, 
(Yogyakarta: Parama Publishing, 2012), hlm. 144. 
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d. Penetapan ganti rugi atau kerugian riil ditetapkan berdasarkan kesepakatan 
antara bank dan nasabah. Dengan ini kerugian riil adalah biaya riil yang 
dikeluarkan oleh bank dalam melakukan penagihan hak bank yang 
seharusnya dibayarkan oleh nasabah.13 
Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak 
yang wanprestasi) dirugikan. Oleh karena pihak lain dirugikan akibat 
wanprestasi tersebut, maka pihak yang wanprestasi harus menanggung akibat 
dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa : Pembatalan kontrak saja, 
Pembatalan kontrak disertai tuntutan ganti kerugian, Pemenuhan kontrak saja, 
Pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti kerugian. Maka di dalam akibat 
wanprestasi yang merugikan kedua belah pihak kemudian munculah solusi 
dalam memecahkan akibat wanprestasi itu dengan cara penyelesaian sengketa. 
Dasar hukum Al-Qur’an, dalam surat An-Nisaa’ ayat 35: 
 ْن ِإ ا َه ِل ْه َأ ْن ِم ا ًم َك َحَو ِه ِل ْه َأ ْن ِم ا ًم َك َح او ُث َع  ْ با َف ا َم ِه ِن ْي  َ ب َقا َق ِش ْم ُت ْف ِخ ْن ِإَو
ا  ًي ِب َخ ا ًمي ِل َع َنا َك َهَّلل ا َّن ِإ   ۗ  ا َم ُه  َ ن  ْ ي  َ ب ُهَّللا ِقِّفَو  ُي ا ًح َلا ْص ِإ ا َد ِير ُي 
“Dan jika kamu khawatir akan ada persengketaan antara keduanya (suami-
istri), maka kirimkanlah seorang hakam (Arbitrator) dari keluarga 
perempuan. Dan jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan 
perbaikan (perdamaian), niscaya Allah swt.akan memberikan taufik kepada 
suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha 
Mengenal.”14 
Islam sangat menghendaki orang yang mampu memenuhi dengan 
kebutuhannya sendiri, akan tetapi sering kali orang-orang tidak bisa dalam 
                                                          
13 Ahmad Buchori, Standart Produk Murabahah, Jakarta: Departeman Perbankan Syariah 
Otoritas Jasa Keuangan (DPBS-OJK), 2016. Hlm. 123. 
14 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahnya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara 
Penterjemah, 1998), hlm. 119. 
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memenuhi kebutuhan masih kekurangan baik dalam bentuk sandang, pangan, 
dan papan. Maka skala prioritas sangat dibutuhkan dalam memenuhi 
kebutuhan hidup, dengan skala prioritas yang tidak pas akan mempengarui 
ketika meminjam uang dan tidak mementingkan kedepannya apakah bisa 
membayar atau tidaknya. Maka manajemen keuangan dalam kehidupan 
rumah tangga sangat perlu, agar ketika dalam melakukan pembiayaan dengan 
pihak bank tidak amanah dalam melakukan pembayaran maka bisa terjadi 
cidera janji atau biasa disebut wanprestasi. 
F. Tinjauan  Pustaka 
Penelitian yang membahas tentang pembiayaan bermasalah atau cara 
penyelesaian wanprestasi pada Bank Syariah Sragen diantaranya dilakukan oleh: 
Peneliatian karya Munziroh yang berjudul. “Analisis Terhadap Penyelesaian 
Wanprestasi Nanasabah dalam Akad Murabahah Di KJKS BMT Taruna 
Sejahtera Cabang Sragen Kec. Tuman”. Hasil penelitian membahas mengenai 
Pembiyaan akad murabahah yang menjelaskan bahwa terjadinya kasus 
wanprestasi pada nasabah yang bermasalah banyak mengalami faktor terjadinya 
nasabah sampai mengalami kendala dalam melakukan pembayaran.15 Perbedaan 
dengan skripsi penulis adalah penulis fokus pada pelaksanaan wanprestasi dan 
pemasalahan yang muncul dalam pelaksananaan Bank Syariah. 
Penelitian karya Hendri Setyawan yang berjudul ”Analisis Penanganan 
Pembiayaan Murabahah Pada Nasabah Yang Meninggal Dunia Sebelum Jatuh 
Tempo (Studi Kasus PT BPRS Bandar Lampung)”. Skripsi tersebut telah 
                                                          
15 Munziroh, yang berjudul “Analisis Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Nnasabah 
dalam Akad Murabahah Di KJKS BMT Taruna Sejahtera Cabang Sragen Kec. Tuman”. 
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menjelaskan bahwa terjadinya dalam penanganan pembiayaan murabahah 
terhadap nasabah yang meninggal, terlebih dahulu ini pada PT BPRS juga 
menyikapi agar penyelesaian dalam pembayaran ketika nasabah meninggal dunia 
dapat diselesaiakan dengan cara kekeluargaan dan berdasarkan alqur’an dan hadist 
dan Hasil penelitiannya adalah bila nasabah meninggal dan masih menyisakan 
utang, maka Jika utang tersebut sedikit tidaklah menjadi beban yang berat, tapi 
jika dalam jumlah banyak pastilah akan membenani ahli waris. Karena adanya 
risiko seperti itu bank menyertakan asuransi yang dikeluarkan mereka. Dengan 
adanya asuransi itu ahli waris bisa terbebas dari tunggakan utang jika debitur 
meninggal dunia. 16 Perbedaan dengan skripsi penulis adalah penulis fokus pada 
pelaksanaan penyelesaian wanprestasi dan permasalahan yang muncul dalam 
pelaksanan pembiayaan murabahah.  
Penelitian karya Ilham Alfi Fiani (2016) yang berjudul “Mekanisme 
Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Bank Pembiayaan Rakyat 
Syariah (BPRS) Dana Mulia Surakarta Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI”. Peneliti 
di atas membahas tentang penyelesaian sengketa yang berdasarkan pada fatwa 
DSN-MUI No.47/ DSN-MUI/ II/ 2005 tentang penyelesaian piutang murabahah 
bagi nasabah yang tidak mampu membayar. hasil penelitiannya cara 
menyelesaiakan Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada BPRS Syariah 
menyatakan telah sesuai dengan kaidah fiqh  dan fatwa DSN-MUI telah 
                                                          
16Hendri Setyawan, yang berjudul ”Analisis Penanganan Pembiayaan Murabahah Pada 
Nasabah Yang Meninggal Dunia Sebelum Jatuh Tempo (Studi Kasus PT BANK Bandar 
Lampung)”. 
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diaplikasikan sesuai dengan syariat yang ditetapkan.17 Perbedaan dengan skripsi 
penulis adalah penulis fokus pada pelaksanaan cara penyelesaian pemasalahan 
yang muncul dalam pelaksanan pembiayaan murabahah.18 
Penelitian karya Fathurrahman Husen (2013) yang berjudul “Tinjauan 
Hukum Islam Terhadap Solusi Pembiayaan Murabahah Yang Bermasalah Di 
BMT Arafah Solo” penelitian ini membahas tentang solusi yang akan ditawarkan 
kepada pihak bank, ketika nasabah mengalami perhentian dalam pembiayaan. 
Kesesuaian tersebut terlihat, dimana BMT Arafah Solo telah berusaha untuk 
melakukan pembiayaan murabahah dengan cara sesederhana mungkin agar tidak 
mempersulit nasabah dalam memperoleh pinjaman uang. Hal ini masih saja 
berlangsung sampai saat ini dan terbukti efesien dalam pelaksanannya19 
Dalam pembahasan yang membedakan penelitian terdahulu dengan 
sekarang, ketertarikan penulis dalam mengambil penelitian di Bank Syariah 
Sragen dikarenakan pihak Bank dengan nasabah sesuai perjanjian dari awal dan 
kemampuan Bank yang baik mencarikan solusi untuk proses menyelesaikan 
masalah wanprestasi. 
 
 
 
                                                          
17 Adi Muhammad “ Analisis kaidah fiqh dan prinsip pembiayaan ar- rum ( ar- rahn untuk 
usaha mikro kecil pada perum pegadaian kantor cabang Makassar)”, Skripsi tidak diterbitkan, 
Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar,2012. 
18 Ilham Alfi Fiani, “Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di 
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BANK) Dana Mulia Surakarta Ditinjau Dari Fatwa DSN 
MUI”, Skripsi, tidak diterbitkan, Jurusan Mu’amalah IAIN Surakarta, 2016. 
19 Fathurrahman Husen, (2013) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Solusi 
Pembiayaan Murabahah Yang Bermasalah Di BMT Arafah Solo”. 
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G. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif pada 
penelitian ini adalah studi kasus (case study). Studi kasus adalah penelitian 
tentang status subyek peneliti yang berkenaan dengan satu fase spesifik atau 
khas dari keseluruan personalitas. Subyek dari penelitian dapat saja individu, 
kelompok, lembaga, maupun masyarakat.20 
2. Sumber Data  
a. Data Primer  
Sumber data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari 
sumbernya. Data primer dari penelitian ini adalah wawancara dan 
observasi secara langsung di Bank Syariah Sragen. Wawancara dan 
observasi dilakukan terhadap bagian penanganan pembiayaan bermasalah 
kepada bagian operasional (Ibu Shaldan) , marketing (Bapak Fajar) dan 
mediator (Bapak Catur). 
b. Data Sekunder  
` Dalam penelitian ini, sumber data penelitian yang diperoleh dari 
sumber yang sudah ada. Data sekunder secara tidak langsung melalui 
media perantara. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-
buku, dokumen-dokumen, yang dimiliki oleh Bank Syariah Sragen, yang 
berupa gambaran umum Bank Syariah Sragen, struktur organisasi, dan 
jumlah nasabah murabahah yang bermasalah. 
                                                          
20 Nazir Muhammad. Metode Penelitian. (Bogor Selatan: PT. Ghalia Indonesia.2005), 
hlm 57. 
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3. Lokasi dan Waktu Penelitian 
Tempat yang digunakan penelitian ini di Bank Syariah Sragen. 
Tempat ini didasarkan pada Bank yang menggunakan sistem Syariah dan 
menggunakan sistem akad murabahah atau mudharabah. Penelitian ini 
memakan waktu dari tanggal 4 Februari 2019 hingga 10 Juni 2019. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
a. Wawancara  
Yaitu cara memperoleh dengan mengadakan Tanya jawab langsung 
pada pihak yang berwenang memberikan keterangan.Teknik wawancara 
yang digunakan secara struktural (tertulis) yaitu menyusun terlebih dahulu 
dan merangkai beberapa pertanyaan yang akan disampaikan kepada 
informan. Hal ini dimaksudkan agar pembicaraan dalam wawancara lebih 
terarah dan fokus pada tujuan yang dimaksud dan menghindari 
pembicaraan yang melebar. Selain itu juga dijadikan sebagai patokan 
umum dan dapat dikembangkan peneliti melalui pertanyaan yang muncul 
ketika kegiatan wawancara berlangsung.21 Metode ini bertujuan untuk 
mengetahui dan memperoleh data langsung dari wawancara dengan 
Pimpinan Bank Syariah Sragen dan karyawan yang bertugas dalam akad 
pembiayaan murabahah. 
 
 
 
                                                          
21 Suharsini Arikunto,Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Pendapatan, 
(Jakarta:PT. Rineka Cipta,2002),hlm.203. 
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b. Dokumentasi 
Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang ada 
kaitannya terhadap objek penelitian. Di dalam penelitian ini gambaran 
umum Bank Syariah Sragen, Struktural Organisasi, data nasabah 
pembiayaan bermasalah, serta data lain penunjang penelitian. 
5. Teknik Analisis Data 
Dalam penelitian ini teknik analisa data yang digunakan adalah analisa 
deskriptif  kualitatif yaitu mengkaji dan mengkaitkan data-data yang diperoleh 
guna mendapatkan kejelasan yang di bahas, kemudian dipaparkan dalam bentuk 
penjelasan. Agar memperoleh data yang lebih valid, maka data-data yang telah 
terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan data deskriptif analisis. 
Deskriptif analisis yaitu mendeskripsikan data yang dikumpulkan berupa kata-
kata, gambar, dan bukan angka. Data yang berasal dari naskah, wawancara, 
catatan lapangan, dokumen dan sebagainya, kemudian mendeskripsikan sehingga 
dapat memberikan kejelasan atau realitas yang ada.22 
H. Sistematika Penulisan 
Skripsi ini terdiri dari lima bab, dan masing-masing bab terdiri dari 
beberapa sub bab dipahami, Maka sistematika skripsi sistematikanya sebagai 
berikut : 
BAB I : Pendahuluan  
Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berfungsi sebagai seluruh 
pembahasan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat 
                                                          
22 Sudarto,Metode Penelitian Filsafat, (Jakarta: Raja Grafindo,1997),hlm.66. 
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penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, teknik analisis 
data, sistematika penulisan, jadwal rencana penelitian, daftar pustaka, lampiran. 
BAB II : Pembiayaan Murabahah dalam Wanprestasi di Bank Syariah Sragen. 
Bab ini merupakan serangkaian yang memuat kerangka teori yang terdiri 
dari tinjauan umum wanprestasi dan pembiayaan murabahah yang bermasalah 
yang meliputi, pengertian pembiayaan murabahah dan sistem pelaksanaan 
pembiayaan murabahah. 
BAB III : Gambaran Umum Bank Syariah Sragen dan Penyelesaian Wanprestasi 
Dalam Pembiayaan Murabahah. 
Bab ini merupakan deskripsi data penelitian yang terdiri dari gambaran 
umum wanprestasi, penanganan wanprestasi pada pembiayaan murabahah di 
Bank Syariah Sragen. 
BAB IV: Tinjauan Hukum Islam Menurut Fatwa DSN-MUI No.47/DSN-
MUI/II/2005 Terhadap Kasus Wanprestasi di Bank Syariah Sragen. 
 Bab ini merupakan pembahasan terkait analisis penelitian tentang 
pelaksanaan dalam tinjauan hukum islam terkait penyelesaian wanprestasi pada 
akad murabahah. 
BAB V :Penutup 
Berisi uraian tentang kesimpulan dan saran dalam penelitian. 
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BAB II 
PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN PENYELESAIAN WANPRESTASI 
DALAM FATWA DSN. NO DSN  No. 47/DSN-MUI/II/2005 
 
A. Akad Pembiayaan Murabahah 
1. Pengertian Murabahah 
Secara bahasa, murabahah berasal dari kata ribh yang bermakna tumbuh 
dan berkembang dalam perniagaan. Dalam istilah syari'ah, konsep murabahah 
terdapat berbagai definisi yang berbeda-beda menurut pendapat para ulama', di 
antaranya menurut Utsmani sebagaimana yang dikutip Nawawi, murabahah 
adalah salah satu bentuk jual beli yang mengharuskan penjual memberikan 
informasi kepada pembeli tentang biaya-biaya yang dikeluarkan untuk 
mendapatkan komoditas (harga pokok penjualan) dan tambahan profit yang 
diinginkan yang tercermin dalam harga jual.23 
Murabahah adalah prinsip jual beli dimana harga jualnya terdiri dari harga 
pokok yang ditambah nilai keuntungan (ribhun) yang disepakati. Sedangkan 
murabahah didefinisikan oleh para fuqaha sebagai penjualan barang seharga biaya 
atau harga pokok (cost) barang tersebut ditambah mark-up atau margin 
keuntungan yang disepakati. Karakteristik murabahah adalah bahwa penjual harus 
                                                          
23 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, (Bogor: Ghalia Indonesia, 
2012),  hal. 91 
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memberi tahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyamakan 
jumlah keuntungan yang ditambah pada biaya (cost) tersebut.24 
Murabahah dalam daftar istilah buku himpunan fatwa DSN (Dewan 
Syari’ah Nasional) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan murabahah adalah 
menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan 
pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.25 
Maka menurut pengertian murabahah dapat dinyatakan sebagai “suatu 
pembiayaan dengan suatu perjanjian yang disepakati antara bank syariah dengan 
nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku 
atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah yang akan dibayar kembali 
oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank ditambah margin 
keuntungan) pada waktu yang ditetapkan.26 
2. Rukun dan Syarat Murabahah 
a. Rukun Murabahah  
Rukun dari akad murabahah yang harus dipenuhi dalam transaksi yaitu : 
1) Pelaku akad, yaitu bai’ (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk 
dijual, dan musytari (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli 
barang. 
2) Objek akad, yaitu mabi’ (barang dagangan) dan tsaman (harga) Shighah, yaitu 
Ijab dan Qobul.27 
                                                          
24 Wiroso, Jual Beli Murabahah, (Yogyakarta: UII Press, 2005),  hal. 13  
25 Ibid., hal. 13 
26 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah,  (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007),  
hal. 83 
27Wiroso.Jual Beli Murabahah. (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2005), hal. 37  
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b. Syarat Murabahah  
Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembiayaan murabahah, antara 
lain :  
1) Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah  
2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan  
3) Kontrak harus bebas dari riba   
4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas 
barang sesedah pembelian  
5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 
pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.28 
Menurut Wahbah az-Zuhaili, sebagaimana yang dikutip oleh Yadi janwari, 
dalam murabahah ditetapkan syarat-syarat29 
a) Mengetahui harga pokok Dalam jual beli murabahah disyaratkan agar 
mengetahui harga pokok atau harga asal, karena mengetahui harga 
merupakan syarat sah jual beli.  
b) Mengetahui keuntungan Hendaknya margin keuntungan juga 
diketahui oleh pembeli, karena margin keuntungan tersebut termasuk 
bagian dari harga yang harus diserahkan oleh pihak pembeli kepada 
pihak penjual . sedangkan mengetahui harga termasuk dalam syarat 
sah jual beli.  
                                                          
28 Muhammad Syafi'i Antonio, Bank dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 
hal. 106 
29Yadi Janwari. Lembaga Keuangan Syariah. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset. 
2015). hal. 16 
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c) Harga pokok merupakan sesuatu yang dapat diukur, dihitung dan 
ditimbang, baik pada waktu terjadi jual beli dengan penjual dengan 
penjual yang pertama atau setelahnya. Oleh karena itu, harga pokok 
ini biasanya ditentukan oleh nilai, seperti nilai mata uang. 
3.  Macam-Macam Murabahah 
Murabahah ini dapat dipilah menjadi dua macam, yaitu:30 
a. Murabahah tanpa pesanan, pembeli bertransaksi langsung dengan penjual 
yang telah memiliki persediaan barang yang akan dijual.  
b. Murabahah berdasarkan pesanan bisa dengan model: 
1) Tidak mengikat, penjual melakukan pembelian barang berdasarkan 
pesanan pembeli tetapi kedua belah pihak berhak untuk membatalkan 
transaksi murabahah tersebut tanpa harus dikenai sanksi atau denda.  
2) Mengikat, penjual melakukan pembelian barang berdasarkan pesanan 
yang mana pembeli tidak dapat membatalkan transaksi murabahah 
tersebut.   
4. Jaminan Murabahah 
Jaminan dan Agunan pada dasarnya merupakan dua istilah yang dapat 
saling dipertukarkan.Jaminan secara sederhana dimaknai sebagai tanggungan 
atas pinjaman yang diterima.31 Jaminan dalam nomenklatur hukum perdata di 
Indonesia ditemukan dalam Pasal 1131 KHUPer dan Penjelasan Pasal 8 UU 
No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Hanya saja, kedua peraturan tersebut 
                                                          
30 Sony Warsono, Akuntansi Transaksi  Syariah:Akad Jual Beli di Lembaga Bukan Bank, 
(Bandung: Asgard Chapter, 2011), hal. 52 
31 Wangsawidjaja Z., Pembiayaan Bank Syariah, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 
2012), hal. 285. 
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tidak mendefinisikan secara jelas apa yang dimaksud dengan jaminan, kedua 
aturan ini menyatakan jaminan berkaitan erat dengam masalah utang piutang. 
Sehingga, Jaminan dapat didefinisikan sebagai suatu perjanjian antara kreditur 
dengan debitur, di mana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk 
kepentingan pelunasan utang menurut ketentuan peraturan yang berlaku, 
apabila dalam waktu yang telah ditentukan terjadi kemacetan pembayaran 
utang debitur.32 Agunan dalam terminologi hukum perbankan didefinisikan 
dalam Pasal 1 angka 23 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagai 
suatu jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada Bank 
(Kreditur) dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan 
berdasarkan Prinsip Syariah. Sedangkan Pasal 1 Angka 26 UU No. 21 Tahun 
2008 tentan Perbankan Syariah menyebutkan Agunan merupakan jaminan 
tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang 
diserahkan oleh pemilik Agunan kepada Bank Syariah dan/atau UUS, guna 
menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas. 
Jika dilihat dalam kajian teoritis atas kebaradaan jaminan tersebut, pada 
prinsipnya dapat merujuk pada Hasbi as-Shiddiqi menjelaskan bahwa hukum 
Islam bisa berubah menurut situasi dan kondisi, sebagaimana kaidah fiqh 
“taghayyiru al-ahkam bi taghayyiru al-azman wa al-amkan”.Menurut beliau, 
ada dalil pokok yang mendasari hal tersebut, yaitu: kaidah dalam fiqh 
muamalat yang menyebutkan “hukum asal bagi muamalat ialah semua 
                                                          
32 4 Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan di Bidang 
Yuridis, (Jakarta: Renika Cipta, 2009), hal. 196. Jaminan dalam istilah fiqh diartikan sebagai suatu 
jenis perjanjian dengan cara memberikan barang yang dijadikan sebagai penguat kepercayaan 
dalam masalah hutang piutang. M. Abdul Mudjieb, Kamus Fiqh, (Jakarta: Pustaka Firasu, 1994), 
hal. 132. 
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perbuatan diperbolehkan, kecuali ada dalil yang melarangnya”.33 Hadis Nabi 
“Anda lebih tau tentang dunia anda”.34 Di samping itu, dalam kaidah-kaidah 
fiqh juga dikenal kaidah “al-adah al-muhakamah” yaitu adat dapat dijadikan 
pertimbangan dalam penetapan hukum, atau umumnya disebut dengan kaidah 
al-urf.35 Dalam pemaknaan kaidah ini, hukum jaminan dan perikatannya yang 
tidak diatur secara tegas oleh Islam berlaku ketentuan kaidah tersebut, 
dianggap sebagai bagian dari al-adah.Selama al-adah ini tidak bertentangan 
dengan patokan “mengharamkan yang halal, dan menghalalkan yang haram”, 
maka penerapan jaminan ini tidak dapat dibenarkan dalam konteks hukum 
Islam. 
B. Wanprestasi Dalam Akad Pembiayaan Murabahah 
1. Pengertian Wanprestasi 
 Sebagaimana diketahui yang dimaksud wanprestasi adalah prestasi 
yang telah diperjanjiakan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana semestinya 
oleh debitur.36 
Pembiayaan bermasalah merupakan peminjaman yang tertunda atau 
ketidakmampuan peminjaman untuk membayar kewajiban yang telah 
dibebankan.Pembiayaan bermasalah menurut ketentuan Bank Indonesia 
merupakan pembiayaan yang digolongkan kedalam kolektabilitas Kurang 
Lancar (KL), Diragukan (D), dan Macet (M). 
                                                          
33 Lihat Ibnu Taimiyah, Al-Qawa’id al-Nuraniyah al-Fiqhiyah, Juz II, (Riyadah: 
Maktabah al-Ruysd, 1422H/2001M), hal. 306. 
34 Nourouzaman Shiddiqi, Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya, (Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 1997), hal. 78. 
35 A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih:Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan 
Masalah-Masalah yang Praktis, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 9. 
36 Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 1985) 
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2. Macam-Macam Wanprestasi 
  Dalam perjanjian utang piutang wanprestasi ada 3 bentuk wanprestasi 
a. Utang tidak dikembalikan sama sekali 
Nasabah yang tidak dapat mengembalikan utang sam sekali, sering 
disebut nasabah nakal, karena dianggap sudah tidak mempunyai iktikad 
baik dalam pelaksanaan perjanjian.Tidak dibayar utang memang perlu 
dicari penyebabnya jika usahanya bangkrut lantaran bencana alam seperti 
tsunami atau gempa bumi sampai tidak mempunyai harta benda, maka 
yang demikian ini nasabah tidak dimintai pertanggugjawaban, berhubung 
diluar kesalahannya. Sebaliknya apabila tidak dibayarnya utang tersebut 
karena kesengajaan .nasabah dapat dikenakan pasal 372 KUHP tentang 
kejahatan penggelapan, karena sengaja memiliki uang dipinjamkan atau 
dapat dikenakan pasal 378 KUHP tentang kejahatan penipuan jika nasabah 
tujuannya menguntungkan diri sendiri dengan dilator belakangi suatu 
kebohongan suatu membuat perjanjian. 
b. Mengembalkan utang hanya sebagian  
Pengembalian utang dalam hal ini dapat berupa pengembalian 
sebagian kecil atau sebagian besar masqih ada sisa hutan dan Juga dapat 
berupa yang dikembalikan hanya uang pokoknya saja, sedangkan margin 
belum pernah dibayar. Utang yang baru sebagian dibayar, terlebih hanya 
sebagian kecil yang dibayar kemudian selebihnya dan sisa utangnya sulit 
diharapkan biasanya menjadi masalah bagi bank. Dikalangan perbankan 
dikenal apa yang disebut dengan kredit macet. Biasanya sebuah pinjaman 
yang menjerumus dengan macet bank masih mempertimbangkan adanya 
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credit injection atau suntikan kredit agar dengan maksud tambahan dana 
pinjaman tersebut pihak bank mampu dapat memperbaiki dan 
meningkatkan usahanya. Namun kebanyakan jika terjadi kredit macet 
yang nilainya besar biasanya ada kemungkinan muncul persoalan 
kejahatan korupsi. 
c. Mengembalikan utang tetapi terlambat wakunya 
Mengenai dengan terlambatnya waktu ada 2 macam yaitu waktunya 
sebentar misal terlamat kemungkinan dengan jarak waktu hitungan hari, 
mingguan, bulanan sedangkan waktu lama dengan hitungan tahunan. Maka 
dari itu meskipun memang terdapat niat baik untuk pengembaliannya 
terlambat walaupun sehari saja bisa dikatakan wanprestasi, karena nasabah 
tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan. 
3. Faktor Penyebab Wanprestasi 
Faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada 
murabahah yaitu diantaranya:37 
a. Aspek internal yakni : 
1) Peminjam kurang cakap. 
2) Manajemen tidak baik atau kurang rapi.  
3) Laporan keuangan tidak lengkap.  
a) Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan . 
b) Perencanaan kurang matang.  
                                                          
37 Mudjarad Kuncoro dan Suhardjono, Manajemen Perbankan Teori Dan Praktik, 
(Yogyakarta: BPFE, 2002),  hal. 472 
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c) Dana yang diberikan tidak cukup untuk menjalankan usaha 
tersebut.  
b. Aspek eksternal yakni : 
1) Aspek pasar kurang mendukung.  
2) Kemampuan daya beli masyarakat kurang.  
3) Kebijakan pemerintah.  
4) Pengaruh lain diluar usaha.  
5) Kenakalan peminjam.  
4. Dasar Hukum Wanprestasi 
Secara normatif dalam hukum-hukum islam, ada keharusan didalam 
perjanjian yang dibuat secara tertulis didasarkan ada al-qur’an dan al-hadits 
nabi SAW. hal ini dijelaskan dalam surat al-baqoroh ayat 283 sebagai berikut: 
 َن    ِم َأ ْن  ِ    َ ف   ۗ   ة    َضو ُب ْق َم  نا    َِهر َف ا    ً ب ِت ا َك او ُد    َِِ  َْكَو ُر َف    َس  ٍ     َ ل َع ْم ُت     ْن ُك ْن ِإَو
 او    ُم ُت ْك َت َلاَو   ۗ  ُه    َّبَر َه    َّللا ِق    َّت َي ْلَو ُه    َ ت  َ نا َم َأ َن
    ِ ُمْأ ا ي ِذ    َّلا ِّلَؤ     ُ ي  ْل  َف ا    ًض ْع  َ ب ْم ُك     ُض ْع  َ ب
  مي ِل َع َنو ُل َم ْع  َ ت َا ِبِ ُهَّللاَو   ۗ  ُه ُب ْل  َق  ِثِآ ُهَّن  ِ َف ا َه ْم ُت ْك َي ْن َمَو   ۗ  َة َلا َه َّشلا 
“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara 
tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada 
barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika 
sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang 
dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia 
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bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) 
menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, 
maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha 
Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” 
Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa setiap transaksi yang 
dilakukan (tidak secara tunai) dianjurkan untuk anjuran penulisan tersebut 
dimaksudkan untuk dijadikan alat bukti ketika terjadi perselisan yang 
diakibatkan sifat lupa manusia aka isi perjanjian atau karena kesengajaan satu 
pihak untuk berbuat curang kepada pihak lain. Disamping itu diajurkan untuk 
diangkat atau untuk diangkat at au ditujuk penulis yang adil (tidak berat 
sebelah ) apabila salah satu pihak tidak mampu menuliskan transaksi tersebut. 
Atas dasar anjuran  ini maka profesi penulisan transaksi akad atau perjanjian 
atau saat ini dikenal dengan notaris memiliki relevansi dan urgensi dalam 
transaksi yang didasarkan pada ajaran Islam. 
Dengan sejalan maksud ayat tersebut, dalam kaitannya dengan 
pemberian pembiayaan oleh bank kepada nasabahnya yang pada umumnya 
dilakukan pembayaran secara tidak tunai, Maka perjanjian atau akad dibuat 
secara tertulis menjadi bagian penting. 
C. Penyelesaian Wanprestasi Dalam Fatwa DSN  No. 47/DSN-MUI/II/2005 
1. Pengertian Dan Maksud Fatwa DSN  No. 47/DSN-MUI/II/2005 
Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam ketentuan fatwa DSN Nomor 
47/DSN-MUI/II/2005 yang mengatur mengenai Penyelesaian Piutang 
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Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu  adalah sebagai berikut:38 Ketentuan 
yang mengatur mengenai ketentuan penyelesaian yang berisi bahwa Lembaga 
Keuangan Syariah (LKS) boleh melakukan penyelesaian murabahah bagi 
nasabah yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi pembiayaannya sesuai 
jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan: 
a. Berisi mengenai "Objek murabahah dan jaminan lainnya dijual oleh 
nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati". 
Berdasarkan ketentuan Fatwa tersebut menyatakan bahwa LKS boleh 
melakukan penyelesaian (sattlement) murabahah bagi nasabah yang tidak 
bisa menyelesaikan atau melunasi pembiayaanya sesuai jumlah dan waktu 
yang telah disepakati. Pengalihan atau penguasaan benda jaminan 
dilakukan setelah nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya hingga 
jatuh tempo.  
b. Berisi "Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan"  
yang mengatur ketentuan bahwa nasabah harus melunasi sisa hutangnya 
kepada LKS apabila hasil penjualan jaminan tidak dapat mengcover semua 
hutang total hutang nasabah kepada LKS. Hal ini dapat terjadi apabila nilai 
jual jaminan mengalami penurunan dari harga taksiran awal atau karena 
adanya penurunan kualitas atau kondisi jaminan. 
c. Berisi yang berbunyi "Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka 
LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah". Pada point ini mengatur 
ketentuan bahwa Bank harus mengembalikan sisa uang hasil penjualan 
                                                          
38Dewan Syari’ah Nasional MUI, Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 
47/DSNMUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah 
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jaminan kepada nasabah setelah seluruh hutang tersebut dianggap telah 
lunas.  
d. Ketentuan berisi "Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka 
sisa utang tetap menjadi utang nasabah".  Pada point ini mengatur 
mengenai ketentuan apabila setelah dilakukannya eksekusi atau penjualan 
jaminan hutang nasabah tidak tercover maka sisa hutang tersebut tetap 
menjadi hutang nasabah dan tetap menjadi kewajiban nasabah untuk 
melunasinya hingga hutang tersebut dianggap telah lunas. Untuk ketentuan 
terakhir pada fatwa ini menetapkan mengenai "Apabila nasabah tidak 
mampu membayar sisa utangnya, maka LKS dapat membebaskannya".  
e. Ketentuan terakhir ini menjelaskan “bahwa LKS dapat membembebaskan 
sisa hutang apabila nasabah benar-benar sudah tidak sanggup untuk 
melunasi sisa hutangnya”. Hal ini dilakukan dengan prinsip tolong-
menolong. Selanjutnya ketetapan kedua, pada ketentuan Jika salah satu 
pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di 
antara pihak-pihak terkait.39 
2. Penyelesaian Kasus Wanprestasi Dalam Akad Murabahah 
 Penyelesaian wanprestasi Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah 
Sragen Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa fakta praktek 
penyelesaian wanprestasi pambiayaan murabahah di Bank Syariah Sragen, 
apakah penyelesaian yang dilakukan Bank Syariah Sragen sama dengan 
teori dan aturan hukum Islam atau terjadi kesenjangan diantara keduanya 
                                                          
39 Ibid. 
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dalam aturan hukum Islam cara penyelesaian jika terjadi masalah dalam 
perjanjian, baik itu masalah dalam bisnis maupun lainnya dilakukan melalui 
melalui beberapa cara, di antaranya: 
a. Musyawarah  
Penyelesaian sengketa melalui musyawarah intinya adalah 
penyelesaian masalah dengan mengutamakan asas kekeluargaa. Islam 
sangat menganjurkan umatnya untuk menyelesaikan sengketa melalui 
cara musyawarah untuk mufakat. Dengan penyelesaian sengketa bisnis 
dengan musyawarah, maka akan tetap terjalin hubungan kekeluargaan, 
dan silaturahmi di antara para pihak yang bersengketa (berselisih), serta 
menghemat waktu dan biaya.40 
Musyawarah atau mediasi (Ishlah/Shulh/Perdamaian) alternatif 
penyelesaian sengketa bisnis syariah lainnya yaitu melalui penyelesaian 
mediasi (ishlah/perdamaian). Secara etimologis, mediasi berasal dari 
bahasa latin, mediare yang berarti berada di tengah. Makna ini 
menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator 
dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa 
antara para pihak,''berada di tengah" juga bermakna mediator juga 
harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam 
menyelesaikan sengketa. Ia harus menjaga kepentingan para pihak yang 
bersengketa secara adil dan sama.  
                                                          
40 Mardani, Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia, (Jakrta: Sinar Grafika, 2013), hal.  
252 
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Jika diamati, praktik penyelesaian wanprestasi di Bank Syariah 
Sragen secara administratif sudah sesuai dengan ketentuan peraturan 
Perbankan syariah yang mengatur ketentuan penyelesaian dengan 
melakukan rescheduling, reconditioning, restructuring, dilakukannya 
3R tersebut berdasarkan musyawarah bersama sehingga hal ini juga 
sesuai dengan syariat Islam.  Penguasaan Jaminan Secara Penuh 
didalam pemberian kredit, bank atau lembaga pemberi pinjaman harus 
memperhatikan asas-asas pembiayaan yang sehat termasuk resiko yang 
harus dihadapi atas pengembalian kredit. Untuk memperoleh keyakinan 
sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian secara 
seksama terhadap watak, kemampuan modal, agunan dan prospek usaha 
debitur.41 
b. Administratif. 
Penanganan wanprestasi sebelum diselesaikan melalui lembaga 
hukum dilakukan dengan secara administratif dengancaara tersebut 
diantaranya adalah:  
1) Penjadwalan kembali (rescheduling)  Yaitu perubahan syarat kredit 
yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu 
termasuk masa tenggang, baik meliputi perubahan besarnya 
angsuran maupun tidak.  
2) Persyaratan kembali (reconditioning) Yaitu perubahan sebagian atau 
keseluruhan syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan 
                                                          
41 Ibid. 
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jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya 
sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit dan 
konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam 
perusahaan.  
3) Penataan kembali (restucturing) Yaitu perubahan syarat-syarat kredit 
berupa penanaman dana bank, dan atau konversi seluruh atau 
sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredt baru, dan atau 
konversi seluruh atau sebagian kredit menjadi penyertaan dalam 
perusahaan.42 
Penanganan dan penyelesaian masalah pembiayaan 
diaturberdasarkan jenis pembiayaannya, yaitu apakah pembiayaan 
konvensional atau berdasarkan bank syariah.  Peraturan bank 
Indonesia nomor 6/18/PBI/2004 tentang aktiva produktif bagi 
Perbankan  syariah dalam Pasal 1 angka 20 menetapkan bahwa 
restrukturisasi pembiayaan, piutang dan atau ijarah adalah upaya 
yang dilakukan bank perkreditan rakyat syariah dalam rangka 
membantu nasabah agar dapat menunaikan kewajibannya, antara lain 
melalui:  
a) Penjadwalan kembali (rescheduling) Yaitu perubahan jadwal 
pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.  
b) Persyaratan kembali (reconditioning) Yaitu perubahan sebagian 
atau seluruh persyaratan pembiayaan, piutang dan atau ijarah 
                                                          
42 Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan Di Indonesia,(Bandung: PT Citra Aditya 
Bakti, 2012), hal.487 
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yang tidak terbatas pada perubahan pembayaran, jangka watu, 
dan atau persyaratan pembayaran lainnya  sepanjang tidak 
menyangkut perubahan maksimum saldo pembiayaan, piutang 
dan atau ijarah.  
c) Penataan kembali Yaitu perubahan persyaratan pembiayaan, 
piutang dan atau ijarah yang menyangkut:  
(1) Penambahan dana bank perkreditan bank rakyat syariah  
(2) Konversi pembiayaan menjadi piutang dan atau sebaliknya   
(3) Konversi pembiayaan atau piutang menjadi ijarah.  
Restrukturisasi berdasarkan prinsip syariah adalah 
restrukturisasi yang sesuai dengan fatwa yang diterbitkan oleh 
otoritas fatwa syariah sebagaimana diatur dalam ketentuan 
Pasal 12 peraturan bank Indonesia nomor 6/18/PBI/2004 
tentang kualitas aktiva produktif bagi Bank Pembiayaan 
Rakyat Syariah dan penjelasannya.43 
Apabila dengan penyelesaian tersebut di atas tidak 
berhasil dilaksanakan, pada umumnya upaya yang dilakukan 
bank melalui prosedur hukum. Sehubungan dengan hal 
tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku terdapat beberapa lembaga dan berbagai sarana hukum 
yang dapat dipergunakan untuk mempercepat penyelesaian 
masalah kredit macet Perbankan.  
                                                          
43 Ibid., hal. 688 
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Sedangkan cara penanganan penyelesaian wanprestasi 
di Bank Syariah Sragen sebelum dibawa ke lembaga peradilan 
dilakukan dengan beberapa tahap sebagai berikut:                                                         
(a) Apabila dalam catatan rekening angsuran nasabah mulai 
mengalami penurunan angsuran serta kemampuan 
menabung nasabah sudah tidak  seaktif pada bulan 
sebelumnya maka pihak Bank Syariah Sragen melakukan 
pendekatan kekeluargaan yaitu dengan mengingatkan 
bahwa sudah memasuki waktu pembayaran dengan 
mengirim SMS, SMS tersebut dilakukan setiap hari 
dengan tujuan menimbulkan efek jera serta enggan dari 
nasabah.  
(b) Apabila setelah jangka waktu tertentu, kurang lebih 3 hari 
tidak ada respond dari nasabah maka pihak Bank Syariah 
Sragen melakukan kunjungan ke rumah nasabah dengan 
tujuan silaturahmi sekaligus musyawarah untuk memberi 
solusi apabila nasabah sedang mengalami suatu masalah, 
selain itu pihak bank juga menanyakan kapan nasabah 
sanggup membayar kewajibannya kepada bank. Apabila 
sampai pada waktu yang diperjanjikan oleh nasabah dan 
telah lewat dari batas waktu yang diberikan maka bank 
mulai mengirimkan surat peringatan ke satu, selang 30 
hari apabila nasabah juga belum ada itikad baik maka 
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dikirimkan surat peringatan 2 dan seterusnya sampai surat 
peringatan ke 3, surat peringatan tersebut diberikan 
dengan tujuan akan dilakukannya musyawarah untuk 
melakukan penjadwalan kembali (rescheduling) angsuran 
yang sempat mengalami kemacetan, hal ini dilakukan 
dengan tujuan untuk meringankan beban nasabah dalam 
mengangsur tanggungan tersebut, selain itu untuk 
menghindari kerugian yang mungkin akan dialami Bank 
Syariah Sragen. 
(c) Setelah dilakukannya penjadwalan kembali nasabah masih 
mengalami kesulitan untuk mengangsur maka langkah 
penyelamatan kredit selanjutunya dengan melakukan 
persyaratan kembali (reconditioning), hal ini dilakukan 
dengan cara penurunkan atau bahkan menghilangkan 
tanggungan bagi hasil yang harus dibayar oleh nasabah. 
Sehingga kewajiban nasabah hanya membayar hutang 
pokok yang belum lunas. Langkah administratif yang 
terakhir yaitu dengan memberikan tambahan modal guna 
penyelamatan usaha nasabah hal ini biasa disebut dengan 
penataan kembali (restructuring).   
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c. Jalur Litigasi dan Non Litigasi 
1) Jalur Litigasi 
Litigasi merupakan suatu proses gugatan, suatu sengketa yang 
menggantikan sengketa sesungguhnya, yaitu para pihak dengan 
memberikan kepada seorang pengambil keputusan dua pilihan yang 
bertentangan. Jadi, litigasi merupakan penyelesaian sengketa melalui 
jalur pengadilan. Penggunaan sistem litigasi mempunyai keuntungan 
dan kekurangannya dalam penyelesaian suatu sengketa.44  
Keuntungannya penggunaan sistem litigasi yaitu:  
a) Dalam mengambil alih keputusan dari para pihak, litigasi 
sekurang-kurangnya dalam batas tertentu menjamin bahwa 
kekuasaan tidak dapat mempengaruhi hasil dan dapat menjamin 
ketentraman sosial. 
b) Litigasi sangat baik sekali untuk menemukan berbagai kesalahan 
dan masalah dalam posisi pihak lawan. 
c) Litigasi memberikan suatu standar bagi prosedur yang adil dan 
memberikan peluang yang luas kepada para pihak untuk didengar 
keterangannya sebelum mengambil keputusan. 
d) Litigasi membawa nilai-nilai masyarakat untuk penyelesaian 
sengketa pribadi. 
                                                          
44 Salim H.S.Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia,.Jakarta. Rajawali Pers.2014 
Hal.141 
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(1) Dalam sistem litigasi para hakim menerapkan nilai-nilai 
masyarakat yang terkandung dalam hukum untuk 
menyelesaikan sengketa.  
Sedangkan kekurangan penggunaan sistem litigasi yaitu:  
(2) Memaksa para pihak pada posisi yang ekstrem. 
(3) Memerlukan pembelaan (advokad) atas setiap maksud yang 
dapat mempengaruhi putusan. 
(4) Litigasi benar-benar mengangkat seluruh persoalan dalam 
suatu perkara, apakah persoalan materi (substantif) atau 
prosedur, untuk persamaan kepentingan dan mendorong para 
pihak melakukan penyelidikan fakta yang ekstrem dan 
seringkali marginal. 
(5) Menyita waktu dan meningkatkan biaya keuangan. 
(6) Fakta-fakta yang dapat dibuktikan membentuk kerangka 
persoalan dan para pihak tidak selalu mampu mengungkapkan 
kekhawatiran mereka yang sebenarnya. 
(7) Litigasi tidak mengupayakan untuk memperbaiki atau 
memulihkan hubungan para pihak yang bersengketa. 
(8) Litigasi tidak cocok untuk sengketa yang bersifat polisentris, 
yaitu sengketa yang melibatkan banyak pihak, banyak 
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persoalan dan beberapa kemungkinan alternatif 
penyelesaian.45 
2) Non Litigasi 
      Non litigasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa di 
luar pengadilan. Jalur ini lebih aman dibandingkan jalur pengadilan. 
Artinya, lebih memiliki banyak keuntungan dan kemudahan 
dibandingkan dengan proses sidang di pengadilan.  
Proses sengketa di luar pengadilan ini melalui 4 jenis yaitu:  
(a) Negosiasi merupakan upaya penyelesaian sengketa para pihak 
tanpa melalui proses pengadilan. 
(b) Mediasi salah satu variasi dari mediasi adalah suatu prosedur di 
mana sengketa pertama kali diselesaikan dengan mediasi dan 
berikutnya bilamana perlu terhadap isu-isu yang tidak terselesaikan 
dilakukan melalui arbitrase. Mediasi merupakan cara penyelesaian 
sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh 
kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Dalam 
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa mediasi 
adalah pengikutsertaan pihak ketiga dalam proses penyelesaian 
sengketa. Dalam proses itu pihak ketiga bertindak sebagai 
penasihat. 
(c) Konsiliasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa 
yang juga dapat ditempuh di luar pengadilan. Penyelesaian 
                                                          
45 Ibid.  
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sengketa ini memiliki banyak kesamaan dengan arbitrase, dan juga 
menyerahkan kepada pihak ketiga untuk memberikan pendapatnya 
tentang sengketa yang disampaikan oleh para pihak. Dalam Kamus 
Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa konsiliasi adalah suatu 
usaha untuk mempertemukan keinginan pihak yang berselisih 
untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan 
tersebut.46 
(d) Arbitrase Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 
tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang 
dikutip oleh Miru, Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu 
sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada 
perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa. 
Kelebiahan penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini karena 
putusannya langsung final dan mempunyai kekuatan hukum tetap 
dan mengikat para pihak.47 
penyelesaian sengketa melalui arbitrase juga memiliki 
kekurangan yaitu:  
(1) Biaya mahal, pada kenyataannya biaya penyelesaian sengketa 
melalui arbitrase hampir sama dengan biaya litigasi. 
                                                          
46Miru , Ahmadi. Prinsip Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia. 
Jakarta Rajawali Pers. 2013 
47 Salim H.S. Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia,.Jakarta. Rajawali Pers.2014 
Hal.142 
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(2) Penyelesaiannya lambat, walaupun banyak sengketa yang 
dapat diselesaikan dalam jangka waktu 60-90 hari, namun 
banyak juga penyelesaian yang memakan waktu panjang atau 
lebih dari 90 hari. 
Sebagaimana menurut tinjauan syariah mengenai 
wanprestasi bahwa pembiayaan bermasalah muncul dengan 
adanya penyaluran dana atau pembiayaan yang dilakukan oleh 
bank terhadap nasabahnya. Pembiayaan ini didasarkan pada 
transaksi-transaksi yang berbasis tunai atau bahkan non tunai, 
sehingga ada kewajiban-kewajiban yang harus dibayar dalam 
pembayaran.48 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
48 Miru , Ahmadi. Prinsip Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia. 
Jakarta Rajawali Pers. 2013 
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BAB III 
GAMBARAN UMUM BANK SYARIAH SRAGEN DAN PENYELESAIAN 
WANPRESTASI DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH 
 
A. Gambaran Umum Bank Syariah Sragen 
1. Sejarah Bank Syariah Sragen 
Bank Syariah Sragen merupakan bank syariah pertama di Sragen berdiri 
sejak tahun 2008 yang saat ini sahamnya dimiliki oleh Pemda Sragen dan 
masyarakat dan tercatat sebagai BPR Syariah terbesar se Jateng & DIY. 
Bank Syariah Sragen didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen dan 
dikembangkan bersama masyarakat bumi sukowati Sragen dan waktu terus 
bergulir hingga tahun 2010 mulai pembukaan kantor cabang dan kantor kas, 
Bank Syariah Sragen terus tumbuh dan berkembang bersama masyarakat di 
wilayah Kabupaten Sragen (Kantor Pusat dan Kantor Kas), Kabupaten 
Boyolali (Kantor Cabang 1), Kabupaten Wonogiri (Kantor Cabang 2), 
Kabupaten Karanganyar (Kantor Cabang 3), Kabupaten Grobogan (Kantor 
Cabang 4), dan pada masa mendatang akan dibuka kantor cabang di 
Kabupaten dalam wilayah Propinsi Jawa Tengah. 
Pemerintah Kabupaten Sragen dengan berbagai terobosan dan 
inovasinya dalam memberikan pelayanan dan mensejahterakan masyarakat, 
telah melahirkan model pelayanan satu atap yang tersohor, disisi lain juga 
berupaya untuk dapat memberikan solusi dalam bertransaksi sesuai dengan 
syariah, maka dilakukan terobosan untuk dapat mewujudkan lembaga 
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perbankan berdasarkan prinsip syariah yang ditandai dengan penerbitan Surat 
Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pendiri Bank Pembiayaan 
Rakyat Syariah Kabupaten Sragen tanggal 24 Mei 2007. 
Melalui perihal Permohonan Ijin Prinsip memperoleh tanggapan dari 
Direktorat Perbankan Syariah perihal persetujuan prinsip pendirian PD. Bank 
Syariah Sragen tanggal 22 Pebruari 2008, dan perihal permohonan ijin usaha 
bank tertanggal 17 Maret 2008 memperoleh keputusan Gubernur Bank 
Indonesia tentang pemberian ijin usaha PD. Bank Sragen tanggal 12 Mei 
2008. 
Setelah beroperasi, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang 
Perbankan Syariah mulai diundangkan dan dibentuk badan hukum bank 
syariah adalah Perseroan Terbatas sehingga harus dilakukan penyesuaian 
bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah ke Perseroan Terbatas dengan 
langkah langkah sebagai berikut: 
Disepakatinya Perda tentang perubahan bentuk badan hukum dan nama 
PD BPRS Sragen menjadi PT. BPRS Sukowati Sragen tanggal 15 Mei 2009 
menyelenggarakan RUPS Luar Biasa antara Pemda Kabupaten Sragen 
dengan calon pemilik (dr. Kusdinar Yuni Untung S dan Achmad Zaini) pada 
26 Mei 2009 kemudian diterbikan akta pendirian atau anggaran dasar PT. 
BPRS Sukowati Sragen. 
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2. Profil BANK Syariah Sragen 
a. Keadaan Geografis 
Bank Syariah Sragen menempati bangunan yang cukup luas, yaitu 
berukuran± 300m² denganbangunan dua lantai. Berada ditengah 
Kabupaten Sragen, tepatnya berada pada lokasi yang strategis, karena 
juga merupakan kawasan perkantoran dan banyak bank yang berada 
disekitarnya. Secara fasilitas di Bank Syariah Sragen sudah sangat baik 
dan lengkap, ada pos satpam serta parkir bagi nasabah. Masuk diarea 
kantor atau dalam kantor, maka kita akan langsung bertemu dengan 
ruang Teller dan kursi antrian nasabah, serta berjejer rapi ruang customer 
service dan juga satu ruang khusus yang digunakan oleh Sub Branch 
Manajer, selain itu dilantai pertama juga terdapat ruang prima yang 
digunakan untuk berakad ketika ada nasabah yang akan melakukan akad 
dengan Bank Syariah Sragen. Selanjutnya masih berada pada lantai satu, 
namun sekarang sudah bergeser ke belakang, terdapat ruangan beberapa 
bagian yang ada pada Bank Syariah Sragen, dan juga terdapat ruang rapat 
khusus yang digunakan untuk rapat. Untuk masuk Bank Syariah Sragen 
melalui sayap kiri, maka terdapat pengamanan yang cukup baik, yaitu 
terdapat pintu gerbang yang tinggi, disebelah ruang belakang, terdapat 
pantry, kamar mandi dan juga mushola, untuk beberapa fasilitas sudah 
sangat baik, misalnya mushola yang ada sudah cukup luas dan nyaman, 
Selanjutnya dilantai atas, terdapat beberapa ruangan, terdapat ruangan 
bagian umum, gudang dan beberapa ruang untuk perbagian  yang ada 
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pada Bank Syariah Sragen, Semua dilengkapi dengan peralatan canggih 
dan dilengkapi dengan pendingin udara yang membuat nyaman pegawai 
yang sdang bekerja. 
 
3. Visi dan Misi Bank Syariah Sragen 
a. Visi Bank Syariah Sragen 
1) Mewujudkan lembaga keuangan yang sehat, kuat dan istiqomah 
dengan prinsip syariah untuk kemaslahatan masyarakat. 
2) Dapat memberikan layanan prima kepada seluruh masyarakat. 
3) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan terjalinnya kerja sama 
yang harmonis antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga non 
pemerintah. 
4) Mewujudkan kesadaran ummat islam dalam menjalankan muamalah 
berdasarkan prinsip syariah 
b. Misi Bank Syariah Sragen 
1) Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada 
kelestarian lingkungan. 
2) Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan 
syariah. 
3) Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.  
4) Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk 
berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah. 
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4. Struktur Bank Syariah Sragen 
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Bank Syariah Sragen49 
 
 
Struktur dan tugas dari Bank Syariah Sragen 
a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 
RUPS merupakan badan tertinggi dalam struktur organisasi Bank Syariah 
sragen dengan segenap tanggung jawab dan wewenang sebagai berikut  
1) Membuat dan menerapkan kebijaksanaan perusahaan. 
2) Mengangkat dan memberhentikan Dewan Komisaris 
                                                          
49 Data BANK Syariah Sragen 
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b. Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) 
Merupakan dewan yang bertugas mengawasi jalannya Bank Islam 
agar di dalam operasional tidak menyimpang dari prinsip-prinsip 
muamalat menurut Islam dah juga bertugas memberikan fatwa agama 
dalam prudok-produk yang ditawarkan oleh. Bank Syariah sragen Fatwa 
yang dihasilkan dari keputusan musyawarah dari Dewan Syari’ah 
disampaikan secara tertulis kepada Direksi dengan tindasan Dewan 
Komisaris, kemudian bersama-sama Dewan Komisaris mengawasi 
pelaksanaannya. 
c. Dewan Komisaris 
Dewan Komisaris Bank Syariah Sragen yang memiliki tugas dan 
tanggung jawab antara lain : mempertimbangkan, menyempurnakan dan 
mewakili para pemegang saham dalam memutuskan kebijakan umum yang 
baru diusulkan oleh Direksi untuk dilaksankan pada masa yang akan 
datang. Selain itu Dewan Komisaris juga bertugas mengawasi pekerjaan 
Direksi, yang berkenaan dengan rencana kerja dan anggaran pendapatan 
dan belanja telah dilaksanakan atau tidak, serta melakukan pemeriksaan 
terhadap tata kehidupan usaha organisasi dan pelaksaan kebijaksaan. 
d. Direksi  
Direksi merupakan bagian yang bertanggung jawab atas 
berjalannya seluruh kegiatan yang ada di kantor pusat maupun di semua 
kantor cabang seperti kegiatan marketing, accounting, maupun 
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operasional. Namun tanggung jawab bagian direksi hanya pada kegiatan 
yang sifatnya besar yaitu sebagai pengambil keputusan. 
e. Devisi Managemen Resiko 
1) Bertanggungjawab atas kepada resiko pembiayaan  
2) Mengamankan proses pengajuan, persetujuan, akad, angsuran, 
sampai selesai pembiayaan 
f. Accounting 
1) Berhubungan masalah-masalah yang berkaitan dengan (penyusunan 
informasi keuangan)  
2) Melakukan pembukuan, pencatatan, pengkhtisaran, pengelompokan 
data transaksi  
3) Pelaporan berupa laporan keuangan neraca dan laba rugi tahunan 
g. Sales Assistant (Marketing) 
1) Memasarkan produk dana dan jasa konsumer dan institusi atau 
kerjasama lembaga.  
2) Memasarkan produk pembiayaan konsumer.   
3) Memproses verifikasi awal permohonan pembiayaan konsumer.  
4) Memproses permohonan pembiayaan talangan haji. 
h. Customer Service  
1) Customer Service  
a) Melakukan pemasaan dana konsumer kepada nasabah walk in 
dan 
cross atau up selling kepada nasabah dana existing.  
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b) Memproses pembukaan dan penutupan rekening giro / tabungan / 
deposito.   
c) Melaksanakan prinsip APU dan PPT 
2) Teller  
a) Memproses permintaan transaksi keuangan dan non-keuangan 
terkait rekening dana yang dilakukan melalui pusat dan cabang.  
b) Mengelola kebutuhan kas harian.  
c) Melaksanakan prinsip APU dan PPT 
i. Operational  
1) Mengelola proses administrasi pembiayaan (akad, pengikatan, SKP, 
ceklis, asuransi, dokumen to be obtained, dll). 
2) Memproses transaksi pencarian pembiayaan, pendebetan angsuran, 
dan pelunasan. 
3) Mengelola rekening pembiayaan, termasuk perubahan data rekening 
dan jaminan. 
4) Mengelola penyimpanan dokumen pembiayaan dan dokumen jaminan 
pembiayaan. 
5) Mengelola laporan kepada regulator terkait data debitur. 
j. Remedial  
1) Melakukan collection kepada nasabah pembiayaan dengan kategori 
kolektabilitas 3,4,5 dan hapus buku (HB) 
2) Memproses usulan peyelamatan nasabah pembiayaan dengan kategori 
kolektabilitas 3,4,5. 
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3) Memproses usulan dan eksekusi penyelesaian nasabah dengan 
kategori kolektibilitas 3,4,5 & hapus buku (HB) 
4) Memproses usulan Hapus Buku nasabah pembiayaan dengan kategori 
kolektibilitas 3,4,5. 
B. Wanprestasi dan penyelesaian di Bank Syariah Sragen 
Bank Syariah Sragen adalah sebuah lembaga keuangan syari'ah yang 
kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana dengan menggunakan beberapa 
macam akad. Salah satu akad yang sering dipakai dalam pembiayaan adalah akad 
murabahah. Murabahah di Bank Syariah Sragen itu sendiri berarti transaksi jual 
beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan (margin) yang telah 
disepakati antara pihak I dan pihak II. Pemberian pembiayaan murabahah tidak 
semuanya berjalan lancar dan dapat kembali seperti yang telah diperjanjikan 
antara nasabah dengan Bank Syariah Sragen. Ada beberapa faktor yang menjadi 
penyebab terjadinya wanprestasi dalam pembiayaan murabahah.  
Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Fakhruddin Nur selaku Direktur 
Utama di Bank Syariah Sragen. Peneliti menanyakan kepada beliau bapak 
Fakhruddin Nur mengenai faktor yang mendasar dari wanprestasi di Bank Syariah 
Sragen 
Menjawab faktor penyebab wanprestasi itu ada macam-macam tapi secara umum 
ada 2 faktor yaitu internal dan eksternal : 
Internal itu bisa dari berbagai aspek misalnya dari nasbah dari awal 
mempunyai  karakter yang kurang baik artinya punya niatan yang tidak mau 
membayar atau karakter yang buruk, atau faktor internalnya apa faktor-faktor 
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yang kondisi usaha menyebabkan ekonominya menjadi sengketa. contoh fisiknya 
sedang menurun, kemudian nasabah pribadi terjadi konflik keluarga atau bisa jadi 
karena miss manajemen internal mereka dalam usahanya 
Kemudian faktor kedua itu ada faktor eksternal memang secara makro 
ekonomi atau perekonomiannya sedang terjadi krisis atau perekonomiannya 
sedang lesu atau menurun, ada inflasi dan naiknya barang-barang  kebutuhan 
pokok yang mengakibatkan pada akhirnya mempengarui usaha dia atau 
kebijakan-kebijakan eksternal yang menguntungkan bagi industrinya misalnya dia 
petani ternyata dia tatkala panen ada serbuan dari komunitas-komunitas import 
tapi hasil dari pertaniannya akan turun dan jatuh.50 
Senada dengan yang diungkapkan dengan Bapak Fachruddin Nur ketika 
peneliti menanyakan hal yang sama kepada Bapak Wahyudiyanto selaku Kadiv 
Manajemen Resiko di Bank Syariah Sragen, beliau menjawab:  
Faktor penyebab wanprestasi internal dan eksternal dan kondisi usaha 
yang turun semenjak tahun  2015 secara ekonomi naik turun secara tidak 
langsung, kedua faktor keluarga misalnya cerai, kalau misalnya perceraian itu 
kemungkinan besar akan berpengaruh pada angsuran dan kondisi nasabah 
tergantung jadwal mengansurnya karena dalam segi perceraian akan menggangu 
angsurannya. 
Faktor keluarga yang lain  ada seorang melakukan pembiayaan dengan 
jaminan yang itu jaminan milik orang lain yang akan timbul masalah dan Faktor 
eksternal ekonomi global disaat ini ada nilai tukar global naik itu akan 
                                                          
50 Wawancara dengan Bapak Fachruddin Nur pada tanggal 4 juni 2019 
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mempengarui daya jual dalam masyarakat, kemudian ada aturan misalnya aturan 
yang mungkin ada salah satu.51 
Kemudian peneliti menanyakan kepada Fachruddin Nur mengenai 
peraturan supaya para nasabah tertib dalam melakukan pembayaran seperti 
pengenaan denda atau sanksi lainnya, beliau menjawab:  
Bank Syariah itu segala sesuatu sudah disepakati dan sudah diatur diawal, ada 
trasparansi ada keterbukaan dan kesepakatan diawal, menggunakan akad jual beli 
murabahah maka sudah sepakat jadwal ansur yang sudah sepakati, karena harga 
jual yang lebih sudah tidak ada  dan ada perubahan karena harga jual bank sudah 
ditetapkan di awal yang sudah disepakati  
Termasuk didalamnya itu ada jangka waktu dan jadwal angsuran , dan itu 
sudah ada jadwal angsuranya dan ada tanggal angsuranaya berapa, nominalnya 
berapa yang jelas. Demikian pula kalau akad- akad yang lain ijarah (sewa) atau 
mudhorobah (bagi hasil) sudah ditetapkan nilai bagi hasilnya berapa, nilai 
ijarahnya berapa, kalau nilai ijarah tiap bulan berapa berarti nilai sewanya kalau 
bagi hasil yang ditetapkan nisbah dari keuntungan itu nanti pembagian hasilnya 
berapa persen- berapa persennya,  Kemudian hasil keuntungan yang didapatkan 
pada periode tersebut. Jadi bank sudah mengeluarkan jadwal terkait dengan 
nasbah dalam melaksanakan kewajibannya. 
Kemudian peneliti menanyakan kepada bapak Fachruddin Nur tentang apa 
upaya penyelamatan wanprestasi dalam pembiayaan bermasalah atau wanprestasi 
kemudian beliau menjawab : 
                                                          
51 Wawancara dengan Bapak Wahyudiyanto  pada tangga l 7 juni 2019  jam : 11.00 WIB 
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Kesepakatan kedua belah pihak selain sudah ditandatangani  jadwal angsur, tapi 
mekanisme perbankan biasanya dilakukan juga untuk istilahnya mengingatkan 
nasabah terkait kewajibanya. Bank Syariah Sragen atau Bank Syariah sragen itu 
kita punya sistem informasi SMS Bankin yang kemudian mengingatkan nasabah, 
biasanya 7 hari sebelumnya mengingatkan kewajibannya yang akan melewati 
jatuh tempo dan itu lewat via sms dan masuk masing  nasabah. 
Upaya prefentif pada saat akad upaya prefentif itu mengingatkan dengan 
sms banking dan kemudian tatkala keterlambatannya ada mekanismenya, 
misalnya ada keterlambatan satu bulan bayangkan terlambat satu bulan kita 
layangkan surat peringatan pertama, dan apabila terlambat dua bulan kita 
layangkan surat peringatan kedua, apabila tiga bulan kita layangkan surat 
peringatan ketiga sampai seterusnya nanti kalau misalnya tidak ada perbaikan kita 
melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk penyehatan atau 
penyelesaian permasalahan pembiayaan wanpretasinya. 
Selain beberapa upaya mengatasi wanprestasi peneliti juga menanyakan 
mengenai prosedur yang dilakukan dalam eksekusi jaminan kepada Bapak Catur 
selaku mediator di Bank Syariah Sragen. Maka beliau menjawab Kalau dalam 
perbankan itu jaminan adalah upaya terkahir tatkala kemudian nasabah yang 
wanprestasi dan tidak lagi bisa diselamatkan dalam sisi bisnisnya, jadi 
sebelumnya harus difahami dulu  kalau semisalnya ada nasabah wanprestasi 
berarti dia cidera janji maka tidak menepati dari komitmen dalam pembayarannya 
gitu kan bisa berbentuk tunggakan, bisa berbentuk menghilang atau lari dan pada 
intinya tidak melaksanakan kewajiban begitu, maka kalau tidak bisa 
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melaksanakan kewajiban tidak bisa melaksanakan secara penuh maupun sebagian 
maka sebeneranya mekanismenya ada dua. jadi yang pertama dengan melakukan 
restrukturisasi, reschedule, atau rekondisi. Kalau secara umum misalnya 
restrukturisasi kalau ini tadi ada syaratnya apabila bisnisnya masih jalan dan dia 
masih punya kemampuan untuk membayar dengan kemampuannya menurun, 
maka dengan berbagai alasan misalnya kondisi ekonomi sedang turun atau pasar 
sedang lesu dan lain-lain, tapi bisnisnya masih jalan tapi untuk membayar 
kewajiban sebesar kewajibannya tersebut tiap bulan dia tidak mampu, tapi kalau 
kemudian diturunkan dia mampu. 
Restrukturisasi itu mekanismenya ada 3,  Restrukturisasi itu sendiri 
artinya direstrart baik itu diubah pola pembiayaannya atau pola angsurannya dan 
reschedule itu diatur ulang jadwal pembayaranya misalnya diperpanjang atau 
mungkin angsurannya dikasih kelonggaran kecil-kecil dulu  dan kemudian baru 
setelah pulih baru dikembalikan angsurannya seperti semula atau rekondisi 
bolehkan nambah modal lagi karena modalnya banyak digunakan hal-hal tertentu 
yang masih diperbolehkan perbankkan sehingga perputaran modalnya lebih 
sedikit, maka untuk mencapai hasil lebih optimal perlu tambahan modal lagi, itu 
yang pertama kalau kemampuan membayar tapi  kemampuan membayarnya 
menurun dan dia punya niat baik membayar kooperatif ini boleh restrukturisasi. 
Yang kedua kalau teryata dia sudah tidak mampu membayar, misalnya 
bisnisnya bener-bener berhenti bankrut atau walaupun bisnisnya jalan tapi tidak 
79 
 
 
 
mempunyai niat itiqad baik untuk membayar jadi lari dan ini baru 
penyelesaiannya melalui jaminan.52 
Kemudian peneliti menanyakan kepada bapak Fachruddin Nur tentang apa 
Bagaimana prosedurnya dalam eksekusi jaminan kemudian beliau menjawab  
ada 2 cara juga pengeksekusi jaminan itu: 
1. Eksekusi jaminan melalui litigasi 
2. Eksekusi jaminan melalui non litigasi atau lewat balai lealang KPKNL 
Jadi eksekusi jaminan itu bisa lewat 2 cara litigasi itu melalui pengadilan 
artinya kita minta eksekusi jaminan lewat keputusan pengadilan tapi sidang dulu 
untuk menyatakan dia wanprestasi atau tidak bisa dan lain-lain maka lewat 
keputusan pengadilan, yang kedua non litigasi artinya lewat jalan bukan ke 
pengadilan bisa lewat langsung ke KPKNL atau bisa lelang dan part eksekusi  
artinya penjualan secara damai kesepakatan kedua belah pihak jadi misalnya kita 
jangan pakai lelang, maka sudah kita jual barang-barang saja nanti kalau dapat 
penawaran tertinggi saya lepas. 
Selain prosedurnya dalam eksekusi jaminan peneliti juga menanyakan kepada 
Bapak Faachruddin mengenai sisa hasil penjualan jaminan, maka sisa penjualan 
jaminan melebihi kewajiban yang ada dibank, maka sisanya harus dikembalikan 
pada nasabah bank hanya mendapatkan kewajiban nasabah dan biaya yang 
timbulatas eksekusi jaminan.53 
 
 
                                                          
52 Wawancara dengan Bapak Catur  pada tanggal  5 juni 2019 
53 Wawancara dengan Bapak Fachruddin Nur pada tanggal 4 juni 2019 
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BAB IV 
TINJAUAN HUKUM ISLAM MENURUT FATWA DSN-MUI 
NO.47/DSN-MUI/II/2005 TERHADAP KASUS WANPRESTASI DI 
BANK SYARIAH SRAGEN 
 
G. Cara Menyelesaiakan Kasus Wanprestasi Menurut Fatwa DSN-MUI 
NO.47/DSN-MUI/II/2005  
        Bank Syariah Sragen adalah sebuah lembaga keuangan syari'ah yang 
kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana dengan menggunakan beberapa 
macam akad. Salah satu akad yang sering dipakai dalam pembiayaan adalah akad 
murabahah. Murabahah di Bank Syariah Sragen itu sendiri berarti transaksi jual 
beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan (margin) yang telah 
disepakati antara pihak I dan pihak II. Pemberian pembiayaan murabahah tidak 
semuanya berjalan lancar dan dapat kembali seperti yang telah diperjanjikan antara 
nasabah dengan Bank Syariah Sragen. Ada beberapa cara menyelesaiakan 
terjadinya kasus wanprestasi dalam pembiayaan murabahah.  
Berdasarkan yang dijelaskan di bab sebelumnya terkait dengan  tinjauan 
menyelesaiakan kasus wanpretasi menurut Fatwa DSN-MUI NO. 47/DSN-
MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak 
Mampu Membayar maka fatwa DSN-MUI  mempunyai beberapa ketentuan-
ketentuan LKS (lembaga keuangan syariah) boleh melakukan penyelesaian 
murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi 
pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan: 
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1. Obyek murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau 
melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati. Maka  Fatwa DSN-MUI 
NO.47/DSN-MUI/II/2005 menetapkan dengan hasil bahwa LKS boleh 
melakukan penyelesaian (sattlement) murabahah bagi nasabah yang tidak 
bisa menyelesaikan atau melunasi pembiayaanya sesuai jumlah dan waktu 
yang telah disepakati. Pengalihan atau penguasaan benda jaminan dilakukan 
setelah nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya hingga jatuh tempo.  
Maka sedangkan menurut praktek yang dialami dari Bank Syariah 
Sragen pada Obyek murabahah atau jaminan lainnya dijual tapi, sebelum 
menindak lanjuti terkait penjualan jaminan, sebelumnya ditawarkan kepada 
nasabah  terlebih dahulu dengan tawaran mau dijual sendiri tapi juga 
melibatkan pihak bank, maka setelah itu melalui Bank Syariah Sragen karena 
ketika nasabah mengalami wanprestasi atau sudah jatuh tempo untuk 
melakukan pembayaran maka Bank Syariah Sragen mempunyai hak dan 
wewenang untuk menjual jaminan yang sudah disepakati dari awal perjanjian 
dan dengan harga pasar yang disepakati. 
2. Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan. Maka 
aturan yang mengatur dari Fatwa DSN-MUI yaitu untuk mengatur ketentuan 
bahwa nasabah harus melunasi sisa hutangnya kepada LKS apabila hasil 
penjualan jaminan tidak dapat mengcover semua hutang nasabah kepada 
LKS. Hal ini dapat terjadi apabila nilai jual jaminan mengalami penurunan 
dari harga taksiran awal atau karena adanya penurunan kualitas atau kondisi 
jaminan. 
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3. Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS mengembalikan 
sisanya kepada nasabah. Maka  Fatwa DSN-MUI NO.47/DSN-MUI/II/2005 
menetapkan dengan hasil Pada point ini mengatur ketentuan bahwa Bank 
harus mengembalikan sisa uang hasil penjualan jaminan kepada nasabah 
setelah seluruh hutang tersebut dianggap telah lunas. Hal ini juga yang sudah 
diberlakukan oleh Bank Syariah Sragen bahwa Sisa penjualan jaminan 
melebihi kewajiban yang ada dibank, maka sisanya harus dikembalikan pada 
nasabah bank hanya mendapatkan kewajiban nasabah dan biaya-biaya yang 
timbul atas eksekusi jaminan. 
4. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap 
menjadi utang nasabah. Hal ini dalam fatwa DSN-MUI ini mengatur 
ketentuan bahwa Bank harus mengembalikan sisa uang hasil penjualan 
jaminan kepada nasabah setelah seluruh hutang tersebut dianggap telah lunas. 
5. Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS dapat 
membebaskannya, maka apabila nasabah benar-benar sudah tidak sanggup 
untuk melunasi sisa hutangnya, Hal ini dilakukan dengan prinsip tolong-
menolong. Selanjutnya ketetapan kedua, pada ketentuan Jika salah satu pihak 
tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-
pihak terkait.54 
6. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi 
perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan 
                                                          
54 Dewan Syari’ah Nasional MUI, Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 
47/DSNMUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah 
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melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan 
melalui musyawarah. Maka ini merupakan upaya yang terakhir sebelum 
menindak lanjuti didalam jalur Administratif (rescheduling, reconditioning, 
restructuring) kemudian setelah menemui upaya-upaya dalam 
menyelesaiakan kasus wanprestasi ini tidak ada jalan keluar maka dari Bank 
Syariah Sragen melakuakan penyelesaian wanprestasi dilakukan di 
Pengadilan agama,  Pelaksanaan penyelesaian perselisihan wanprestasi 
pembiayaan murabahah di Bank Syariah Sragen dilakukan di Pengadilan 
agama setempat, sementara dalam peraturan perbankan syariah mengatur 
ketentuan bahwa lembaga keuangan syariah diselesaikan melalui Badan 
Arbitrase Syari'ah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui 
musyawarah. Karena Bank Syariah Sragen merupakan salah satu lembaga 
keuangan yang berbasis syariah seharusnya penyelesaiannya berada pada 
lingkup peradilan agama ataupun Badan Artbitrase Syariah Nasional. 
H. Rescheduling Terhadap Kasus Wanprestasi di Bank Syariah Sragen 
 
Penanganan penyelesaian wanprestasi pembiayaan murabahah secara 
administratif. Kemudian dalam penanganan secara administrasi dibagi menjadi 
tiga macam penanganan wanprestasi salah satunya dengan rescheduling atau 
Penjadwalan kembali (rescheduling)  Yaitu perubahan syarat kredit yang 
menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang, 
baik meliputi perubahan besarnya angsuran maupun tidak atau Rescheduling 
merupakan perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktu 
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serta perubahan jadwal ansuran55. Maka dari itu Bank Syariah Sragen 
rescheduling dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo 
pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang dibayarkan kepada 
bank. Jumlah angsuran menjadi lebih ringan karena jumlahnya lebih kecil dari 
angsuran sebelumnya. 
Bank Syariah Sragen mempunyai kegiatan penjadwalan kembali dengan cara 
memperpanjang waktu jatuh tempo yang dilakukan dengan cara memperpanjang 
jangka waktu pembiayaan dan angsuran. Dalam hal ini nasabah diberikan 
keringanan dalam masalah jangka waktu pembiayaan misalnya perpanjangan 
jangka waktu pembiayaan dari 12 bulan menjadi 18 bulan sehingga nasabah 
mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya. Hal ini tentu saja 
jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jangka waktu 
angsuran. 
I. Reconditioning Terhadap Kasus Wanprestasi di Bank Syariah Sragen 
Persyaratan kembali (reconditioning) Yaitu perubahan sebagian atau 
keseluruhan syarat-syarat pembayaran yang tidak terbatas pada perubahan jadwal 
pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak 
menyangkut perubahan maksimum saldo pembayaran dan konversi seluruh atau 
sebagian dari pembayaran menjadi penyertaan dalam bank. Maka dengan tujuan 
pembayaran yang diubah tidak memberatkan nasabah serta pemberian potongan 
sepanjang tidak menambah sisa kewajiban yang harus dibayarkan ke Bank yang 
mana dilakukan Bank Syariah Sragen untuk mengatasi pembiayaan macet 
                                                          
55 Hermasyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, (Jakarta: Kencana , 2005), hlm. 71 
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dilakukan dengan cara mengurangi jumlah angsuran setiap bulannya. 
Pengurangan ini berakibat kepada lebih lamanya masa pembayaran angsuran yang 
dilakukan oleh nasabah dengan akumulasi total pembayaran tetap sebesar hutang 
pokok Akan tetapi didalam Bank Syariah Sragen dengan menetapkan kondisi 
seperti ini melihat pada nasabah mempunyai perilaku yang baik atau bukan, 
dengan mempertimbangkan segala ketentuan dengan reconditioning serta 
memberikan kelonggaran yang nantinya dapat dijadikan nasabah yang baik, yaitu 
dengan mempunyai niatan untuk pembayaran. 
J. Restructuring Terhadap Kasus Wanprestasi di Bank Syariah Sragen 
 
Penataan kembali (restructuring) yaitu perubahan syarat-syarat 
pembayaran berupa penanaman dana bank, dan atau konversi seluruh atau 
sebagian tunggakan bunga menjadi pokok pembaiayaan baru, dan konversi 
seluruh atau sebagian pembayaran menjadi penyertaan dalam perusahaan.56 
Didalam aturan fatwa DSN-MUI tidak terdapat mekanisme yang mengatur 
didalam mengenai resructurisasi akan tetapi cara penanganan secara menetapkan 
bahwa restrukturisasi pembiayaan, piutang dan atau ijarah adalah upaya yang 
dilakukan bank perkreditan rakyat syariah dalam rangka membantu nasabah agar 
dapat menunaikan kewajibannya. Dan cara yang dilakukan oleh pihak bank 
dengan melakukan penataan kembali baik dari segi penambahan dana dan 
konversi akad pembiayaan. Biasanya daya bayar nasabah berkurang tetapi masih 
tetap bisa mengangsur maka Account Officer sendiri melalui remidial memberikan 
informasi kepada direksi agar ada solusi. Karena biasanya bank maunya menang 
                                                          
56 Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan Di Indonesia,(Bandung: PT Citra Aditya 
Bakti, 2012), hal.487 
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dan nasabah tidak mau kalah. Tetapi pada dasarnya semua itu atas persetujuan 
kebijakan direksi. Lembaga Keuangan Syariah boleh melakukan konversi dengan 
membuat akad (membuat akad baru) bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan 
atau melunasi pembiayaan murabahahnya sesuai jumlah dan waktu yang telah 
disepakati 
Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak nasabah, faktor penghmbat 
juga berasal dari alokasi dana yang tidak sesuai fungsinya, sehingga dana yang 
seharusnya digunakan untuk membayar kewajiban nasabah menjadi terhambat 
karena digunakan untuk kebutuhan lain seperti membayar pajak, listrik, dan 
kebutuhan tak terduga lainnya. Sedangkan faktor pendukung dalam implementasi 
rescheduling, reconditioning, dan restructuring pembiayaan adalah adanya 
kesadaran dari nasabah dan munculnya efek jera karena merasa malu dengan 
kondisi lingkungan sekitar dan nasabah pun memiliki iktikad baik untuk 
membayar. Faktor pendukung dalam implementasi rescheduling, reconditioning, 
dan restructurin pembiayaan pun dipaparkan oleh pihak remedial. 
K. Penyelesaian Wanprestasi Melalui Badan Arbitrase di Bank Syariah Sragen  
Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan di Bank Syariah 
Sragen dan kemudian Pelaksanaan penyelesaian kasus wanprestasi pembiayaan 
murabahah di Bank Syariah Sragen dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten 
Sragen setempat dan sementara dalam peraturan perbankan syariah mengatur 
ketentuan bahwa lembaga keuangan syariah diselesaikan melalui Badan Arbitrase 
Syari'ah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.    
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Sementara dari pihak Bank Syariah Sragen belum ada penyelesaian 
melalui  Badan Artbitrase Syariah Nasional dan Bank biasanya menggunakan 
jalur litigasi melalui Pengadilan Agama. 
L. Penyelesaian Wanprestasi Melalui Upaya Hukum (Litigasi) di Bank Syariah 
Sragen 
Litigasi merupakan suatu proses gugatan, suatu sengketa diritualisasikan 
yang menggantikan sengketa sesungguhnya, yaitu para pihak dengan memberikan 
kepada seorang pengambil keputusan dua pilihan yang bertentangan. Jadi, litigasi 
merupakan penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan. 
Bank Syariah Sragen menggunakan jalur hukum salah satunya lewat 
pengadilan agama dan sudah bekerjasama selama tahun 2010 maka dengan lewat 
Litigasi memberikan suatu standar bagi prosedur yang adil dan memberikan dan 
mengambil keputusan maka segala sesuatu membawa penyelesaian sengketa 
pribadi.  
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
1. Penyelesaian kasus wanprestasi pembiayaan menurut musyawarah atau 
kekeluargaan dengan mengingatkan bahwa sudah memasuki waktu 
pembayaran dengan mengirim via SMS dan mengirim surat peringanan 
tersebut dilakukan setiap satu minggu sekali dengan tujuan menimbulkan efek 
jera bagi nasabah. 
2. Penyelesaian kasus wanprestasi pembiayaan murabahah di Bank Syariah 
yaitu, Penanganan penyelesaian wanprestasi pembiayaan murabahah secara 
administratif (rescheduling, reconditioning, restructuring).  
Penjadwalan kembali (rescheduling)  yaitu perubahan syarat kredit yang 
menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa 
tenggang, baik meliputi perubahan besarnya angsuran maupun tidak.  
Persyaratan kembali (reconditioning) yaitu perubahan sebagian atau 
keseluruhan syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal 
pembayaran, jangka waktu, dan persyaratan lainnya  
Penataan kembali (restucturing) yaitu perubahan syarat-syarat kredit 
berupa penanaman dana bank, dan atau konversi seluruh atau sebagian 
tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan atau konversi seluruh atau 
sebagian kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan.  
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3. Penyelesaian kasus wanprestasi menurut Hukum Islam Fatwa DSN-MUI 
NO.47/DSN-MUI/II/2005  
Yaitu tinjauan menyelesaiakan kasus wanpretasi menurut Fatwa DSN-
MUI NO. 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah 
Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar maka mempunyai beberapa ketentuan 
LKS (lembaga keuangan syariah) boleh melakukan penyelesaian murabahah 
bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi pembiayaannya 
sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dan sesuai dengan syariat 
islam maka fatwa DSN-MUI selalu mengacu dalam cara penyelesaian secara 
kekeluargaan.  
4. Penyelesaian kasus wanprestasi melalui jalur Litigasi 
Litigasi yang diterapkan melalui Pengadilan Agama merupakan suatu 
proses gugatan, suatu sengketa diritualisasikan yang menggantikan sengketa 
sesungguhnya, yaitu para pihak dengan memberikan kepada seorang 
pengambil keputusan dua pilihan yang bertentangan. Jadi maka dengan lewat 
Litigasi memberikan suatu standar bagi prosedur yang adil dan memberikan 
dan mengambil keputusan maka segala sesuatu membawa penyelesaian 
sengketa.  
B. Saran- saran 
Penelitian ini masih banyak kekurangan dan perlu diperbaiki untuk 
penelitian selanjutnya 
1. Untuk meneliti selanjutnya disarankan agar dapat menemukan beberapa faktor 
yang mempengarui wanprestasi yang baru. 
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2. Untuk peneliti selanjutnya agar dapat meneliti dan disaranan untuk  terjun 
langsung kelapangan hingga sampai penagihan nasabah yang wanprestasi. 
C. Penutup 
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan 
rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis 
menyadari masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, sumbangan  dan saran 
yang konstruktif sangat dinanti dari berbagai pihak demi perbaiakan dan 
pernyempurnaan skripsi ini. 
 Penulis menampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah 
membantu menyeklesaiakan skripsi ini. 
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5. Status Perawin  : Belum 
6. Agama    : Islam 
7. No Telp   : 085800241313 
8. Email    : muhammadfahri674@Gmail.com 
 
B. Riwayat Pendidikan 
1. SD MUHAMMADIYAH 1 SRAGEN    : 2004-2012 
2. SMP DARUL IHSAN MUHAMMADIYAH SRAGEN  : 2009-2012   
3. SMA DARUL IHSAN MUHAMMADIYAH SRAGEN  : 2012-2015  
4. IAIN Surakarta       : 2015-2019  
 
C. Pengalaman Organisasi 
Nama organisasi Jabatan  Tahun  
IPM SMA Darul Ihsan Divisi Tablig 2014-2015 
Tapak Suci Darul Ihsan  Divisi Keatlitan 2013- 2015 
IMM PK Ar Fachruddin Bidang Hikmah 2015-2016 
PC IMM Ahmad Dahlan 
Kota Surakarta 
Ketua Umum  2018-2019 
Tapak Suci IAIN 
Surakarta 
Ketua 2016-2017 
UKM Beladiri Ketua II 2017-2018 
 
Surakarta, 26 Juni 2019 
 
 
 
              Muhammad Fahri Zaini 
                                                                                       NIM : 152111102 
 
 
